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bentuk dukungan, doa, dan fasilitas yang selalu dikasih dari awal masuk
kuliah sampai akhirnya bisa ada di titik kelulusan ini. Terima kasih karena
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Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam proposal ini menggunakan
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A. Huruf
l=a J=z 8=q
«=b K= d=k
G=t = sy d=1
S=ts u==sh a=m
z=t o==dl O=n
z=h L= th S=W
&=kh L =zh 2=h
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1=dz g =gh ¢=y
O=Tr < =f
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Vokal (u) panjang =1 3=u
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ABSTRAK

Hilmy, Muhamad Nouval. 2026. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Tingkat Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan
Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mulyono, M.A.

Kata Kunci: Strategi Dinas Pendidikan, Anak Tidak Sekolah (ATS), Program
Saber ATS, Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat SMP di Kabupaten Malang
merupakan persoalan krusial yang dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya motivasi,
dan masalah kultural. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memegang peranan
strategis selaku otoritas regional dalam merumuskan dan melaksanakan intervensi
penanganan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
perencanaan strategi, implementasi nyata di lapangan, serta faktor pendukung dan
penghambat yang mempengaruhi keberhasilan strategi penanganan ATS pada
jenjang SMP di Kabupaten Malang.

Penelitian kualitatif studi kasus ini menempatkan peneliti sebagai instrumen
kunci (pengamat partisipan) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci (Kasi
SMP, Kasi PAUD, staf pengadministrasi), observasi kegiatan, dan studi
dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman
(reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan). Keabsahan data diuji melalui
triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategi penanganan ATS
dibangun di atas tata kelola berbasis data makro Dashboard ATS Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memetakan kasus, melakukan verifikasi
berjenjang hingga tingkat desa, dan merumuskan program lintas bidang.
Implementasi strategi diwujudkan melalui inovasi program Saber ATS (Sapu
Bersih Anak Tidak Sekolah) yang didukung sistem SIM Saber ATS melalui
kolaborasi multi-aktor secara persuasif (door-to-door).

Jalur reintegrasi anak dibagi menjadi jalur formal (kembali ke SMP dan
bantuan PIP) dan non-formal (Paket B di PKBM), yang berhasil menurunkan
jumlah ATS sebesar 11,96%. Faktor pendukung meliputi sinergi antarinstansi,
peran tokoh masyarakat, dan integrasi sistem data. Sementara faktor
penghambatnya adalah rendahnya motivasi anak, kurangnya kesadaran orang tua,
kemiskinan struktural, dan kendala administrasi akibat mobilitas domisili
penduduk.
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ABSTRACT

Hilmy, Muhamad Nouval. 2026. The Strategy of the Malang Regency Education
Office in Handling Out-of-School Children (OSC) at the Junior High School
(JHS) Level. Thesis, Islamic Education Management Study Program,
Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Mulyono, M.A.

Keyword: Education Office Strategy, Out-of-School Children (OSC), Saber ATS
Program, Junior High School (JHS).

The phenomenon of Out-of-School Children (OSC) at the junior high school
level in Malang Regency is a crucial issue triggered by economic factors, low
motivation, and cultural issues. The Malang Regency Education Olffice plays a
strategic role as the regional authority in formulating and implementing
interventions. This study aims to analyze the strategic planning, actual field
implementation, and the supporting and inhibiting factors influencing the success
of the OSC handling strategy at the junior high school level in Malang Regency.

This qualitative case study positions the researcher as the key instrument
(participant observer) at the Malang Regency Education Office. Data were
collected through semi-structured interviews with key informants (Head of JHS
Section, Head of ECE Section, administrative staff), direct observations, and
documentation. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model
(reduction, display, and conclusion drawing). Data trustworthiness was checked
using source and method triangulation.

The results show that strategic planning is built on a data-driven governance
framework using the Ministry of Basic and Secondary Education's OSC Dashboard
to map cases, verify data down to the village level, and formulate cross-sectoral
programs. The strategy is implemented through the Saber ATS (Sapu Bersih Anak
Tidak Sekolah) program, supported by the SIM Saber ATS information system
through persuasive door-to-door multi-actor collaboration.

Reintegration pathways include formal education (re-enrollment in JHS with
PIP scholarships) and non-formal education (Package B at PKBM), successfully
reducing OSC by 11.96%. Main supporting factors are inter-agency synergy, the
role of community leaders, and integrated data systems. Meanwhile, inhibiting
factors include low internal motivation of children, lack of parental awareness,
structural poverty, and administrative constraints due to high population mobility.

XIX



Sl aldtiiee
G o L pimill) 8 JUBY) adlas 3 VL abile (3 2l 3515 Slondlinl L. o> JUs daz
el Sl WYsn Bl coebadlly Bl pske B8 G Bl 315 o (ol 2t L Lo Y1 e gl 2yl
e g g eS 32l B B S LY

Y sl Bl ¢l gy ol il e JULYY gl 3515 Sl i il LIS

iagr Sl YL Al (3 Lo Ao gill Ayl (Sgtn o oyl lll i) 2 JULYI 38U s

Ledo g Lonsliinl igo VLo alaslt (3 ) 8515 (3559 238 ISty Aumdll) Lo Bpsladl olse o s

Lbd L4 1) ol e Oy AKal) ods adbled iiasy oMl 8l e Wgsd) 1 BY) 2l

28 JUbYI adlas Slamdlinl A4 & 55 &) Baally Raslldl Lalgally Ol (3 Jad)) ity (ol
SV Al 3 LsY Al gl Byl Sgen o bl cpiall

U Se asiezs Eameld B I 31531 oy oLl 26 o AUH) 3 e e 2l ol L el

) 29 s ) J’J"'l\ & bl as oMl Y= o ULl ey CJYLA abilg ag ) 5505 5] S)lis

Al 2l L) BLo] (gylsY) Cabsshly 8, S0 Wadball Al a (3 Bl ond eids (s da gl dyl) 3

Loppg Ll Jist 3 Jaedl Olopgng il Jolid) 230adl plasanl UL W2 @ 3841 aul)y
el pslall (8 el M e S s e i) @ LS el oSl

Bl AeSi e ook oL Cpiodlll e JUbYT Bdlas Slonsliin) Lk OF ol il o gbly
(g lly Al a7l 3,56 amld) o )lall il s JUbY) laghas i) siezd) 1S UL e
ot Gk o 3SR el 2oy Bl Gt 2 ol e Lete il VU 1l T e el
Sloghas pllazy pseall (bl cndodlll 2 JUL Jolzdl sgladl)) ol aldr aaS (3 sl V) S 3
Bl Al LUtz o) shal g BLLYI saaze 55 IV a ol 313

iy do¥ aaw sl ol ) oBsle) 3 e oy slee JL JUBYY es 83Le] Sllne o
Aol 2ossY1 ST 3 el Aol el BVl (3 Jen 2 8 sy ASTU L gl] iy Sldslons
Oglal) daslll) Lalsalt Joisy 011,96 e bl cpimalll (2 JUbY) 20 [2is (3 gl L cimassdd
JUbY) aasls Cand (3 Bgal) Lalsall 2oz a3 (bl Ralasl oSGy dmazdt] lasiid) 5939 Slu sl o
eals] (SUT oy O Jas e AWl ayoY) lsmally o) Jadlly o) Ul o9 23

XX



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan ialah fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa karena
berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan
berkarakter.! Dalam sudut pandang pembangunan, pendidikan tidak sekadar proses
transfer pengetahuan, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang mampu
mengubah struktur kehidupan masyarakat menuju kondisi yang lebih maju dan
sejahtera.” Melalui pendidikan, individu memperoleh kemampuan berpikir kritis,
keterampilan produktif, serta kesadaran sosial yang menjadi modal penting dalam
menghadapi dinamika perubahan zaman. Oleh sebab itu, keberhasilan
pembangunan pendidikan sangat sering dijadikan indikator utama dalam mengukur
tingkat majunya suatu daerah maupun negara.

Secara konstitusional, hak atas pendidikan telah dijamin oleh negara sebagai
bagian dari hak asasi warga negara. Konsekuensinya, pemerintah tidak hanya
berkewajiban menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan
keberlanjutan dan pemerataan layanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.>
Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, pemerintah memiliki peran strategis
dalam mengimplementasikan kebijakan nasional agar sesuai dengan karakteristik
sosial, ekonomi, dan geografis wilayah masing-masing. Artinya, keberhasilan

kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah

! Jeni Suharti and Haifaturrahmah Haifaturrahmah, ‘Pentingnya Pendidikan Sebagai Fondasi
Pembangunan Bangsa’, Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran | E-ISSN : 3026-6629 3,
no. 2 (2025): 593.

2 Entoh Tohani, Hubungan Dialektis Pendidikan dan Pembangunan (UNY Press, 2020).

3 1. Dewa Gede Palguna and Bima Kumara Dwi Atmaja, ‘Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak
Konstitusional’, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 30, no. 2 (2023): 351.



dalam merumuskan strategi yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa upaya pemerataan pendidikan
masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.* Kesenjangan
ekonomi, kondisi geografis, rendahnya kesadaran pendidikan dalam keluarga, serta
dinamika sosial remaja menjadi faktor yang dapat menghambat keberlangsungan
pendidikan anak usia sekolah.

Fenomena anak tidak sekolah (ATS) merupakan salah satu persoalan krusial
dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Anak tidak sekolah merujuk pada
anak usia sekolah yang belum pernah mengenyam pendidikan formal, mengalami
putus sekolah sebelum menyelesaikan jenjang tertentu, atau tidak melanjutkan ke
tingkat pendidikan berikutnya.> Keberadaan ATS menunjukkan bahwa akses dan
keberlanjutan pendidikan belum sepenuhnya merata, meskipun kebijakan wajib
belajar telah diberlakukan.® Permasalahan ini tidak hanya bersangkutan dengan
aspek administratif dalam pendataan pendidikan, namun juga mencerminkan
adanya hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi
anak dalam sistem pendidikan formal.

Urgensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia semakin
dipertegas melalui komitmen yuridis terbaru pemerintah dengan ditetapkannya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan

dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kebijakan ini menegaskan kembali amanat

4 Martinus Wika, ‘Antara Komitmen Dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan
Pendidikan Di Wilayah Terpencil Merauke’, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital
Business 4, no. 1 (2025): 89.

5 Rokhmaniyah et al., Anak Putus Sekolah, Dampak, dan Strategi Mengatasinya (CV Pajang Putra
Wijaya, 2022).

¢ Wika, ‘Antara Komitmen Dan Realita’, him 89.



Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga
negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Meskipun program wajib belajar 12 tahun
telah berjalan demi meratakan mutu pendidikan, pada realitasnya masih ditemukan
hambatan di lapangan berupa angka anak tidak sekolah maupun anak yang berisiko
tinggi putus sekolah. Melalui Perpres ini, pemerintah melakukan percepatan
kebijakan wajib belajar menjadi 13 (tiga belas) tahun serta menginstruksikan
pemenuhan standar pelayanan minimal secara terstruktur, terpadu, dan
berkesinambungan melalui sinergi tim koordinasi di tingkat pusat hingga ke
pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi Dinas Pendidikan
dalam menangani kasus anak tidak sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama
(SMP) menjadi sangat krusial, guna menguji implementasi nyata dari regulasi
nasional ini dalam memetakan, mencegah, dan mengembalikan anak ke jalur
layanan pendidikan formal maupun nonformal di tingkat daerah.’

Berbagai faktor menjadi penyebab munculnya fenomena tersebut, mulai dari
keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan dalam lingkungan
rumah tangga, sampai pengaruh lingkungan sosial dan kondisi geografis.® Pada usia
remaja, tekanan untuk bekerja, pergaulan sebaya, serta praktik pernikahan dini turut
meningkatkan risiko putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah.
Dampaknya tidak bersifat individual semata, melainkan berimplikasi terhadap

kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara jangka panjang.’

"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan
Penanganan Anak Tidak Sekolah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026. Sekretariat
Negara.

8 Janeman and Mesra, Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahaan Tuutu Analisis Pasal
31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945, 9, no. 2 (n.d.), hlm 1377.

® Maslukha et al., Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kelanjutan
Pendidikan dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun | JIIP - Jurnal llmiah Ilmu Pendidikan, 2026, hlm
247.



Situasi ini menuntut adanya strategi yang komprehensif dan terarah dari pemerintah
daerah guna memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan secara
berkelanjutan.

Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau mempunyai posisi yang
amat strategis dalam struktur pendidikan nasional karena menjadi fondasi penentu
keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah atas serta kualitas kesiapan kerja di
masa depan.'” Pada tahap ini, anak berada dalam masa remaja awal yang sarat
dengan perubahan psikologis dan sosial, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh
lingkungan, tekanan ekonomi keluarga, maupun pergaulan sebaya. Kegagalan
mempertahankan partisipasi sekolah pada jenjang ini tidak hanya berimplikasi pada
terhentinya proses wajib belajar, tetapi juga berpotensi mempersempit peluang anak
untuk melanjutkan pendidikan, meningkatkan risiko keterlibatan dalam pekerjaan
informal usia dini, serta memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Dengan
demikian, meningkatnya angka anak tidak sekolah pada tingkat SMP bukan sekadar
persoalan administratif pendidikan, melainkan persoalan strategis pembangunan
daerah yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa
mendatang.!! Oleh karena itu, penanganan anak tidak sekolah pada jenjang ini
menuntut perhatian dan strategi yang lebih terfokus dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data Verifikasi dan Validasi ATS yang dikelola oleh Kementrian
Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten
Malang tercatat sebanyak 28.021 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa

permasalahan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan yang signifikan.

19 Farid et al., ‘Analisis Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Pertama
(SMPY’, Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 4, no. 1 (2024): 1-2.

! Astuti, ‘Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan’, JURNAL LITBANG
KOTA PEKALONGAN 22, no. 2 (2024): hlm 101.



Sedangkan pada usia SMP atau rentang usia 13—15 tahun tercatat sebanyak 1.956
anak (11,74%).?

Upaya penanganan yang paling strategis berada pada rentang usia 13-15
tahun atau jenjang SMP. Pada fase ini, anak berada pada masa transisi dari
pendidikan dasar menuju pendidikan menengah, sehingga risiko putus sekolah
cenderung meningkat akibat faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, maupun
rendahnya motivasi belajar.!® Intervensi pada jenjang ini menjadi krusial karena
mampu mencegah bertambahnya angka ATS pada kelompok usia yang lebih tinggi.
Dengan kata lain, keberhasilan mempertahankan anak tetap bersekolah di tingkat
SMP berpotensi memutus rantai peningkatan prevalensi ATS di usia 16—18 tahun
hingga 19-25 tahun. Oleh karena itu, strategi penanganan yang terfokus pada
jenjang SMP tidak hanya bersifat kuratif, namun juga preventif dalam menekan
pertumbuhan angka Anak Tidak Sekolah secara berkelanjutan.

Secara konseptual, Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat dikelompokkan menjadi
tiga tipologi utama: putus sekolah (Drop Out/DO), belum pernah bersekolah (BPB),
serta lulus tidak melanjutkan (LTM). Kategori DO merujuk pada peserta didik yang
sempat mengenyam pendidikan formal tetapi berhenti sebelum tamat pada jenjang
tersebut. Sebaliknya, kelompok BPB adalah anak-anak yang sama sekali belum
pernah tersentuh oleh layanan pendidikan formal. Di sisi lain, status LTM
disematkan kepada anak yang berhasil menamatkan suatu tingkat pendidikan
namun gagal meneruskan ke tahapan selanjutnya. Variasi profil ini

mengindikasikan bahwa isu ATS dipicu oleh akar masalah yang sangat kompleks,

12 Kemendikdasmen, ‘Data Anak Tidak Sekolah (ATS)’, accessed 9 March 2026,
https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/Dashboard-ats.

13 Langi Sofiana Sarah Lini et al., ‘Analisis Anak Putus Sekolah Tingkat SMP Di Desa Lemoh
Timur’, JIPSINDO 8, no. 2 (2021): 165—182, https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i2.42659.



sehingga menuntut adanya strategi penyelesaian yang spesifik dan tidak bisa
disamaratakan. '

Kedudukan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menjadi penting
dalam merancang strategi penanganan ATS yang tepat sasaran. Penanganan
terhadap anak DO dapat dilakukan melalui program penarikan kembali ke sekolah
atau melalui jalur pendidikan kesetaraan. Anak BPB memerlukan strategi
penjangkauan dan pendataan agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan
formal maupun nonformal. Anak LTM membutuhkan dukungan berupa fasilitasi
akses pendidikan lanjutan serta penguatan motivasi untuk melanjutkan pendidikan.
Strategi yang disusun secara komprehensif diharapkan mampu menjangkau
berbagai kategori ATS tersebut sehingga upaya penanganan dapat berjalan lebih
efektif dan berkelanjutan.

Berbagai literatur terdahulu telah banyak menyoroti langkah-langkah
penanggulangan permasalahan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS).
Salah satu kajian yang relevan adalah riset dari Limbong, Purnomo, dan Halik
mengenai taktik Pemerintah Kota Sorong dalam merespons fenomena tersebut.
Hasil studi mereka menegaskan bahwa rumusan strategi pemerintah daerah sangat
bergantung pada target kebijakan, orientasi program, hingga dinamika kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.'> Kajian serupa yang berfokus di wilayah
Kota Pekalongan turut dilakukan oleh Astuti terkait upaya penanggulangan Anak
Tidak Sekolah (ATS). Hasil riset tersebut menggarisbawahi esensi kolaborasi lintas

sektoral dalam menuntaskan problem ini. Sinergi tersebut direkomendasikan

14 Kemendikdasmen, Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), accessed 9 March 2026,
https://duniapenfi.kemendikdasmen.go.id/program-prioritas/relawan-pendidikan.

15 Elsi Salu Limbong et al., ‘Strategi Pemerintah Kota Sorong Dalam Mengatasi Tantangan Anak
Putus Sekolah’, Jurnal Maladum 3, no. 1 (2025): 2940, https://doi.org/10.33506/jm.v311.4725.



berjalan melalui tiga poros utama, yakni: optimalisasi regulasi pemerintah daerah,
perbaikan sistem pemutakhiran data ATS, serta pembukaan akses yang lebih
inklusif terhadap layanan pendidikan kesetaraan.!'®

Sebagai rujukan tambahan, riset yang diinisiasi oleh Resta, Harisnawati, dan
Akbar di wilayah Nagari Batu Bajanjang turut menyoroti pentingnya langkah
preventif terhadap tingginya angka putus sekolah. Studi tersebut menyimpulkan
bahwa pencegahan ini tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan mutlak
membutuhkan sinergi dari banyak pihak. Dari sisi pemerintah, peran krusial
diwujudkan melalui penyaluran skema subsidi pendidikan di antaranya Program
Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Program Keluarga
Harapan (PKH)yang seluruhnya didedikasikan untuk menjamin keberlangsungan
akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut.!” Walaupun demikian,
penelitian-penelitian diatas masih berfokus pada strategi pemerintah secara umum
sehingga kajian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menangani anak tidak
sekolah pada jenjang SMP di Kabupaten Malang masih perlu diteliti lebih lanjut.

Tinjauan terhadap ragam literatur di atas mengindikasikan bahwa polemik
anak putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS) telah banyak menyita perhatian
akademis, terutama menyangkut akar penyebab dan taktik intervensi pemerintah.
Kendati demikian, tren penelitian sebelumnya masih didominasi oleh identifikasi
faktor determinan penyebab putus sekolah atau sekadar membedah kebijakan

penanggulangan berskala makro di suatu wilayah. Eksplorasi yang secara spesifik

16 Tri Puji Astuti, ‘Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan’, Jurnal
Litbang Kota Pekalongan 22, no. 2 (2024): 101-121.

17 Febrina Anda Resta et al., ‘Strategi Mencegah Anak Putus Sekolah Dasar Di Nagari Batu
Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 5,
no. 2 (2023): 6035-6044.



menelaah manuver instansi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan
terhadap target jenjang pendidikan tertentu justru tergolong sangat minim. Terlebih
lagi, kajian empiris yang membedah penanganan ATS tingkat Sekolah Menengah

Pertama (SMP) di lingkup Kabupaten Malang sangat jarang ditemukan.

Berangkat dari kesenjangan riset (research gap) inilah, pengkajian mendalam
terkait strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam mengintervensi kasus
ATS tingkat SMP menjadi hal yang krusial untuk dilakukan. Urgensi studi ini
terletak pada kemampuannya untuk menyajikan potret komprehensif mengenai
wujud nyata langkah taktis pemerintah daerah dalam mengentaskan persoalan

pendidikan tersebut.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perencanaan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam
menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP?
2. Bagaimana implementasi strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam
upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Malang?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan strategi penanganan Anak

Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam
menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP.
2. Untuk menganalisis implementasi strategi Dinas Pendidikan Kabupaten

Malang dalam upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).



3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP di

Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

a. Kontribusi pada Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini diinginkan mampu memberikan sumbangsih nyata bagi
kemajuan keilmuan, secara khusus pada disiplin ilmu kebijakan publik dan
manajemen pendidikan. Fokus utamanya adalah pada eksplorasi dan
perumusan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), supaya hasil
penelitian ini bisa menjadi landasan teoritis maupun praktis yang relevan

untuk pembuat kebijakan.

. Memperkaya Kajian Akademik.

Selain itu, riset ini dirancang untuk memperluas literatur dan diskursus
akademik yang sudah ada. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti
permasalahan krusial terkait akses pendidikan serta mengidentifikasi
berbagai faktor determinan yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan
anak, khususnya pada transisi dan masa pendidikan di jenjang Sekolah

Menengah Pertama (SMP).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Secara praktis, luaran riset ini diproyeksikan mampu menyumbangkan
rekomendasi konstruktif bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Malang,

khususnya Dinas Pendidikan, guna memformulasikan sekaligus
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menyempurnakan strategi penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS) di
tingkat SMP agar lebih berdaya guna. Di samping itu, temuan dari studi ini
juga dapat difungsikan sebagai landasan evaluatif untuk meninjau ulang
efektivitas berbagai regulasi maupun program intervensi yang selama ini
telah digulirkan demi menekan laju pertumbuhan ATS di daerah tersebut.
Bagi Lembaga Pendidikan
Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pemahaman untuk
pihak sekolah mengenai pentingnya peran lembaga pendidikan dalam
mendukung upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
Sekolah diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi
siswa yang berisiko putus sekolah serta memperkuat koordinasi dengan
pihak terkait untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan peserta
didik.
Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan bisa membantu memperbaiki kesadaran
masyarakat perihal pentingnya pendidikan bagi anak serta mendorong
partisipasi masyarakat dalam menopang program-program pemerintah yang

memiliki tujuan untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan
kajian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji permasalahan
Anak Tidak Sekolah, khususnya terkait strategi penanganan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya.
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E. Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai permasalahan anak putus sekolah maupun anak tidak
sekolah sudah banyak dilaksanakan oleh peneliti-peneliti dengan berbagai fokus
dan pendekatan yang berbeda. Beberapa penelitian menitikberatkan pada faktor-
faktor penyebab anak putus sekolah, sementara penelitian lain lebih menyoroti
strategi pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pencegahan dan
penanganannya. Keberadaan penelitian-penelitian tersebut menjadi penting sebagai
landasan akademik dalam memahami permasalahan akses dan keberlanjutan
pendidikan. Namun demikian, setiap penelitian memiliki fokus kajian, lokasi
penelitian, serta pendekatan analisis yang berbeda.'® Berpijak pada hal tersebut,
pemaparan mengenai orisinalitas riset menjadi sebuah urgensi guna menegaskan
posisi akademis dari studi ini, sekaligus mencegah terjadinya duplikasi dengan
karya ilmiah yang sudah ada. Lewat tinjauan ini, penulis mampu
mengkomparasikan titik temu maupun diferensiasi antara riset yang sedang
diajukan dengan berbagai literatur sebelumnya. Dengan demikian, letak kontribusi
nyata serta unsur kebaruan (novelty) dari penelitian ini dapat ditonjolkan secara
gamblang.

Artikel yang ditulis oleh Limbong, Purnomo, dan Halik (2025) berjudul
Strategi Pemerintah Kota Sorong dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah
bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menangani
permasalahan anak putus sekolah. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan

dokumentasi. Penelitian tersebut menyoroti peran pemerintah daerah dalam

18 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Alfabeta, 2021), hlm 2-3.
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merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang meliputi penentuan tujuan
program, arah kebijakan, serta tindakan yang dilakukan dalam upaya mengatasi
permasalahan anak putus sekolah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi
pemerintah daerah dalam menangani anak putus sekolah dipengaruhi oleh berbagai
faktor, baik faktor internal seperti keterbatasan sumber daya maupun faktor
eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. '

Referensi selanjutnya datang dari Resta, Harisnawati, dan Akbar (2023)
melalui riset bertajuk "Strategi Mencegah Anak Putus Sekolah Dasar di Nagari Batu
Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok". Kajian ini memusatkan
fokusnya pada langkah-langkah antisipatif guna menekan insiden putus sekolah
pada tahapan pendidikan dasar. Secara metodologis, investigasi ini
mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana proses penggalian
datanya bertumpu pada teknik wawancara, pengamatan lapangan (observasi), serta
penelusuran dokumentasi. Konklusi dari studi tersebut menegaskan bahwa upaya
preventif dapat direalisasikan melalui pemberian stimulus motivasi belajar siswa,
peningkatan intensitas kepedulian orang tua terhadap proses belajar anak, serta
intervensi aktif dari pemerintah lewat penyaluran ragam subsidi atau bantuan
pendidikan.?

Penelitian oleh Tri Puji Astuti (2024) berjudul Strategi Penanganan Anak
Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan membahas upaya pemerintah daerah pada

penanganan permasalahan Anak Tidak Sekolah. Penelitian ini memakai pendekatan

deskriptif dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan

19 Limbong et al., ‘Strategi Pemerintah Kota Sorong Dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus
Sekolah’.

20 Resta et al., ‘Strategi Mencegah Anak Putus Sekolah Dasar Di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan
Tigo Lurah Kabupaten Solok’.



13

eksternal yang berpengaruh pada strategi penanganan ATS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa strategi penanganan ATS dilakukan melalui penguatan
kebijakan daerah, peningkatan pendataan anak tidak sekolah, serta perluasan akses
layanan pendidikan kesetaraan.?!

Penelitian yang dilakukan oleh Aristin (2024) berjudul Faktor-Faktor yang
Berpengaruh terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama
(SMP) di Kecamatan Bondowoso. Penelitian ini mengenakan pendekatan
kuantitatif dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan anak putus sekolah pada jenjang SMP. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa faktor kondisi keuangan keluarga, rendahnya kesadaran orang tua terhadap
pentingnya pendidikan, serta kondisi lingkungan sosial menjadi penyebab utama
terjadinya anak putus sekolah pada tingkat SMP. Temuan tersebut menunjukkan
bahwa permasalahan putus sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu,
namun juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga serta lingkungan
sekitar.?

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khairani, Hakiki, dan Yopan (2025)
yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah di Tingkat SD dan
SMP di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural.” Penelitian ini
memakai metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk
menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka putus sekolah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga, keterbatasan akses

terhadap fasilitas pendidikan, serta kondisi geografis dan sosial masyarakat menjadi

2! Astuti, ‘Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan’.
22 Aristin, ‘Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Di Kecamatan Bondowoso’, Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori,
Dan Praktek Dalam Bidang Pendidikan Dan llmu Geografi 20, no. 1 (2024): 4.
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faktor utama yang menyebabkan terjadinya putus sekolah pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah.?

Kajian lain yang tak kalah relevan dipaparkan oleh Indah Wulan Sari (2025)
melalui artikelnya yang bertajuk "Government Policy Strategies of Bandar
Lampung City in Reducing School Dropout Rates". Riset ini didesain untuk
membedah akar pemicu melonjaknya angka putus sekolah sekaligus merancang
formula kebijakan pemerintah daerah dalam mengintervensi masalah tersebut.
Berbasis pendekatan kualitatif, telaah kebijakan dalam studi ini dioperasikan
menggunakan metode Ultrasound Analysis untuk menakar indikator urgensi,
tingkat keseriusan, hingga potensi perluasan (eskalasi) masalah. Temuan di
lapangan membuktikan bahwa desakan ekonomi rumah tangga, beban ongkos
transportasi menuju fasilitas pendidikan, serta minimnya sokongan regulasi dari
pemerintah menjadi biang keladi utama fenomena ini. Sebagai implikasinya,
pemerintah daerah dituntut untuk melahirkan rumusan kebijakan yang lebih holistik
dan berkesinambungan demi mereduksi rasio putus sekolah.**

Penelitian yang dilakukan oleh Eslamian dkk (2023) yang berjudul “Scoping
Review on Interventions, Actions, and Policies Affecting Return to School and
Preventing School Dropout in Primary School.” Penelitian ini menggunakan
metode scoping review dengan menelaah berbagai penelitian dan dokumen terkait
intervensi serta kebijakan yang bertujuan mencegah siswa putus sekolah. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa berbagai intervensi seperti penguatan interaksi

2 Khairani et al., ‘Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah Di Tingkat SD Dan SMP Di
Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural’, JIIP-Jurnal Ilmiah IImu Pendidikan 8, no.
1 (2025): 45-51.

24 Indah, ‘Government Policy Strategies of Bandar Lampung City in Reducing School Dropout
Rates’, Jurnal Kebijakan Publik 16, no. 3 (2025): 251-258,
https://doi.org/10.31258/jkp.v16i3.8877.
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siswa dengan sekolah, kerja sama antara keluarga dan masyarakat, bantuan
finansial, serta kebijakan pendidikan gratis dapat berkontribusi dalam menurunkan
angka putus sekolah dan mendorong siswa kembali ke sekolah. Temuan penelitian
ini menegaskan bahwa penanganan putus sekolah memerlukan kombinasi strategi
kebijakan yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.?®

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak putus
sekolah dan anak tidak sekolah telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang.
Beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada faktor penyebab terjadinya putus
sekolah, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan, serta
terbatasnya akses terhadap sarana prasarana pendidikan. Penelitian lain juga
menyoroti upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui berbagai
program bantuan pendidikan dan kerja sama denggan berbagai pihak. Selain itu,
terdapat pula penelitian yang mengkaji kebijakan dan intervensi pendidikan secara
lebih luas dalam mencegah terjadinya putus sekolah, baik pada tingkat nasional
maupun dalam konteks internasional.

Walaupun demikian, dari penelitian-penelitian diatas umumnya hanya fokus
pada faktor penyebab putus sekolah atau strategi pemerintah secara umum,
sehingga kajian yang secara khusus meneliti strategi lembaga pemerintah daerah,
khususnya Dinas Pendidikan, dalam menangani anak tidak sekolah pada jenjang
pendidikan tertentu masih terbatas. Jadi, penelitian ini menempatkan diri pada
kajian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menangani ATS tingkat SMP di

Kabupaten Malang.

25 Eslamian et al., ‘Scoping Review on Interventions, Actions, and Policies Affecting Return to
School and Preventing School Dropout in Primary School’, International Journal of Preventive
Medicine 14, no. 1 (2023): 92.
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Bajanjang

menitikberatkan

No | Penulis dan | Persamaan Perbedaan Orisinalitas
judul

1 Limbong, Sama-sama Penelitian tersebut | Pada penelitan ini,
Purnomo, membahas berfokus pada peneliti berupaya
dan Halik upaya atau strategi pemerintah | mengkaji secara
(2025) strategi daerah secara spesifik strategi
Judul pemerintah umum di Kota Dinas Pendidikan
“Strategi dalam Sorong, sedangkan | dalam menangani
Pemerintah | menangani penelitian ini Anak Tidak
Kota permasalahan | secara khusus Sekolah (ATS)
Sorong ATS mengkaji strategi pada tingkat
dalam Dinas Pendidikan | Sekolah Menengah
Mengatasi dalam penanganan | Pertama di
Tantangan ATS tingkat SMP | Kabupaten Malang.
Anak Putus di Kabupaten Hal inilah yang
Sekolah” Malang. menjadi sisi

pembeda sekaligus

2 Resta, Sama-sama Penelitian tersebut kebaruan penelitian
Harisnawati | mengkaji berfokus pada ini dibandingkan
, dan Akbar | upaya pencegahan putus berbagai kajian
(2023) pencegahan sekolah pada terdahulu, yang
Judul atau jenjang pendidikan umumnya hanya
“Strategi penanganan dasar, sedangkan menyoroti
Mencegah | putus sekolah | disini penelitian fenomena putus
Anak Putus | dalam bidang | berfokus pada sekolah sebatas
Sekolah pendidikan penanganan Anak pada analisis faktor
Dasar di Tidak Sekolah pada penyebab atau
Nagari Batu jenjang SMP serta

strategi kebijakan




17

Kecamatan pada strategi yang
Tigo Lurah dilakukan oleh
Kabupaten Dinas Pendidikan.
Solok”
Tri Puji Sama-sama Penelitian tersebut
Astuti menyoroti menggunakan
(2024) terkait analisis SWOT
Judul penanganan untuk mengkaji
“Strategi Anak Tidak strategi
Penanganan | Sekolah oleh penanganan ATS di
Anak Tidak | pemerintah Kota Pekalongan,
Sekolah daerah. sedangkan
(ATS) di penelitian ini lenih
Kota berfokus pada
Pekalongan strategi yang
” dijalankan oleh
Dinas Pendidikan
dalam penanganan
ATS tingkat SMP
di Kabupaten
Malang.
Aristin Sama-sama Penelitian tersebut
(2024) membahas menitikberatkan
Judul* permasalahan | pada analisis faktor
Faktor- putus sekolah | penyebab putus
Faktor yang | pada tingkat sekolah, sedangkan
Berpengaru | SMP. penelitian ini

pemerintah secara
makro di wilayah
dan tingkat
pendidikan yang
berbeda. Dengan
demikian, kajian
ini memberikan
kontribusi yang
lebih tajam dengan
berfokus langsung
pada intervensi dan
langkah praktis dari
instansi pelaksana

terkait.
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h terhadap berfokus pada
Anak Putus strategi pemerintah
Sekolah daerah dalam
Tingkat menangani Anak
SMP di Tidak Sekolah pada
Kecamatan tingkat SMP.
Bondowoso

Khairani, Sama-sama Penelitian tersebut
Hakiki, membahas mengkaji faktor
dan fenomena penyebab putus
Yopan putus sekolah | sekolah melalui
(2025) dalam sistem studi pustaka,
Tudul pendidikan. sedangkan
“Analisis penelitian ini
Faktor mengkaji strategi
Penycbab penanganan ATS
Angka secara langsung
Putus oleh Dinas
Sekolah di Pendidikan pada
Tingkat tingkat daerah.

SD dan

SMP di

Papua”
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F. Definisi Istilah
Definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan konseptual juga
operasional pada istilah-istilah utama yang dipergunakan dalam penelitian.?¢ Hal
ini bertujuan agar setiap konsep yang digunakan memiliki makna yang jelas serta
dapat dipahami secara konsisten sesuai dengan fokus kajian penelitian. Adapun
istilah-istilah yang dimaksud pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:
1. Strategi
Secara konseptual, strategi dipahami sebagai akumulasi dari rancangan
dan manuver yang dikonstruksi secara terstruktur guna mewujudkan target
spesifik di dalam sebuah institusi maupun kerangka kebijakan. Lebih dari
sekadar cetak biru perencanaan semata, spektrum strategi turut mencakup
tahapan formulasi tujuan, penetapan keputusan krusial, hingga eksekusi
langkah-langkah taktis yang dinilai paling mumpuni untuk merealisasikan
target yang telah dicanangkan. Menurut Fred R. David, strategi merupakan
sarana untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan yang terarah
dan pengelolaan sumber daya secara efektif.>” Dalam konteks penelitian ini,
strategi dimaknai sebagai berbagai kebijakan, program, serta langkah-
langkah yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam
menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah pada jenjang SMP di

Kabupaten Malang.

26 Werner Ria Murhadi, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif (Ekuitas
Publisher, 2025), hal 6.
27 Fred R. David, Strategic Management Concepts and Cases (Prentice hall, 2011), hal 5.
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2. Dinas Pendidikan

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Dinas Pendidikan memegang
mandat penuh selaku pemangku otoritas dalam mengelola roda
penyelenggaraan urusan pendidikan pada level regional. Koridor tanggung
jawab dari instansi ini mencakup proses formulasi regulasi pendidikan di
daerah, eksekusi program-program strategis, hingga pelaksanaan fungsi
supervisi dan pembinaan berkelanjutan terhadap seluruh elemen satuan
pendidikan yang berada di bawah naungannya. Berdasarkan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan pembagian urusan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.?® Pada penelitian ini, Dinas
Pendidikan yang di maksud adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
sebagai institusi yang memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan
strategi penanganan Anak Tidak Sekolah.

3. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah kelompok anak dalam rentang usia
wajib belajar yang saat ini tidak berpartisipasi di dalam institusi pendidikan,
baik melalui skema formal ataupun nonformal. Di dalam lanskap regulasi
pendidikan nasional, klasifikasi ATS dipecah ke dalam tiga kategori utama:
individu yang sama sekali belum pernah menduduki bangku sekolah, peserta
didik yang terpaksa berhenti atau putus sekolah di tengah jalan sebelum

menamatkan tahapan belajarnya, serta mereka yang berhasil lulus dari suatu

28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 12 Ayat (1).
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tingkatan namun urung meneruskan studi ke jenjang selanjutnya. Definisi
konseptual ini secara resmi diaplikasikan di dalam mekanisme pendataan
terpadu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah, khususnya melalui kerangka sistem verifikasi dan validasi
(Verval) Anak Tidak Sekolah.?” Dalam konteks penelitian ini, parameter Anak
Tidak Sekolah (ATS) dikerucutkan secara spesifik pada kelompok usia wajib
belajar yang secara normatif semestinya menduduki bangku Sekolah
Menengah Pertama (SMP), dengan ruang lingkup teritorial di kawasan

Kabupaten Malang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini disesuaikan dengan Pedoman Karya Tulis
Ilmiah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang.>* Sebagai
gambaran umum tentang alur pembahasan yang terdapat dalam masing-masing bab
sehingga dapat memudahkan pembaca saat menelaah isi penelitian secara
menyeluruh. Proposal Penelitian ini dirangkai ke dalam tiga bab yang saling
berkaitan satu sama lain.

Bab I bertindak sebagai pendahuluan yang menyajikan orientasi awal terkait
studi yang dijalankan. Bagian ini membedah latar belakang masalah guna
menegaskan urgensi riset, menetapkan rumusan masalah sebagai titik tumpu
investigasi, memformulasikan capaian tujuan yang hendak direalisasikan, serta
menguraikan signifikansi penelitian baik pada tataran teoretis maupun praktis.

Lebih lanjut, bab ini turut mengakomodasi pemaparan ihwal orisinalitas riset,

2 Kemendikdasmen, ‘Data Anak Tidak Sekolah (ATS).
30 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pedoman Karya Tulis llmiah (UIN Maulana Malik
Ibrahim, 2024).
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batasan definisi operasional guna mencegah ambiguitas terminologi utama, serta
kerangka sistematika penulisan yang merepresentasikan alur struktural dari
penyusunan karya ilmiah ini.

Bab II menyajikan tinjauan pustaka yang memuat kerangka teoretis sebagai
fondasi analitis dalam membedah problematika riset. Pada bagian ini, diuraikan
serangkaian konsep dan teori yang memiliki relevansi erat dengan fokus studi,
meliputi konseptualisasi strategi pada kebijakan pendidikan, definisi Anak Tidak
Sekolah (ATS), ragam determinan pemicu munculnya fenomena ATS, hingga
signifikansi peran pemerintah daerah dalam tata kelola penyelenggaraan
pendidikan. Sebagai pelengkap, bab ini turut memaparkan skema kerangka berpikir
yang merepresentasikan konstruksi hubungan antar-konsep fundamental yang
diaplikasikan di dalam penelitian.

Bab III menguraikan rancangan metodologi yang diaplikasikan di dalam studi
ini. Bagian ini menjabarkan secara komprehensif terkait pendekatan dan jenis riset,
penetapan lokus kajian, spesifikasi sumber data, instrumen penggalian informasi,
hingga prosedur analisis yang dioperasikan guna memproses sekaligus
menginterpretasikan temuan lapangan. Kerangka metodologis tersebut dikonstruksi
untuk mendeskripsikan tahapan prosedural yang ditempuh peneliti saat
menghimpun dan membedah data spesifik mengenai manuver Dinas Pendidikan
dalam menanggulangi problematika Anak Tidak Sekolah (ATS).

Bab IV merupakan bab yang berisi paparan data dan hasil penelitian. Pada
bab ini, peneliti menyajikan secara sistematis temuan-temuan penelitian yang
diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara,

observasi, maupun dokumentasi.
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Bab V merupakan bab yang berisi pembahasan atas temuan penelitian yang
telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini, peneliti menganalisis,
menginterpretasikan, dan mendiskusikan temuan-temuan lapangan mengenai
strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani permasalahan
Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP. Pembahasan tersebut dilakukan
secara mendalam dengan mengaitkannya pada landasan teori dan penelitian
terdahulu yang telah dijelaskan pada Bab II.

Bab VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang
telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan
penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah
ditetapkan sebelumnya, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak yang
berkaitan dengan penelitian, khususnya dalam upaya penanganan Anak Tidak

Sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Strategi

Konsep strategi menduduki posisi krusial di dalam diskursus manajemen dan
organisasi, khususnya yang bersinggungan dengan manuver terstruktur guna
merealisasikan target spesifik lewat perencanaan yang sistematis. Pada konteks
kelembagaan, strategi bertindak sebagai kompas pemandu dalam memformulasikan
tindakan taktis untuk mencapai sasaran yang telah dicanangkan secara optimal dan
berdaya guna. Sebagai implikasinya, esensi strategi melampaui batas-batas
perencanaan administratif semata tetapi spektrumnya turut merangkum siklus
krusial pengambilan keputusan dalam menetapkan orientasi serta langkah konkret
organisasi saat mengonfrontasi ragam dinamika tantangan.

Menurut Sondang P. Siagian, strategi merupakan serangkaian keputusan dan
tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan
oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Secara operasional, strategi merepresentasikan pendekatan paling ideal
yang diadopsi oleh sebuah entitas kelembagaan untuk mengkapitalisasi seluruh
sumber daya yang tersedia, sekaligus beradaptasi terhadap dinamika lingkungan
internal maupun eksternalnya. Melalui mekanisme tersebut, kerangka strategis ini
bertindak sebagai kompas penuntun bagi organisasi dalam memformulasikan
manuver yang presisi, sehingga realisasi target bisa dicapai dengan tingkat

efektivitas dan efisiensi yang maksimal.’!

31 Sondang P. Siagian, ‘Manajemen Strategik, Bumi Aksara’, Jakarta, 2000, hal 16.
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Sementara itu, Fred R. David menerangkan strategi sebagai sarana untuk
menggapai tujuan jangka panjang organisasi. Dalam perspektif ini, strategi tidak
hanya berkaitan dengan perencanaan, tetapi juga meliputi proses implementasi dan
evaluasi.*? Secara umum tahapan strategi dijabarkan dalam tiga poin utama sebagai
berikut:

1. Perumusan/perencanaan strategi
Perumusan strategi merupakan tahap pertama dalam proses strategi yang
berkaitan dengan penentuan tujuan organisasi serta perancangan langkah-
langkah yang akan dijalankan untuk menggapai tujuan tersebut. Pada tahap ini
organisasi melakukan analisis terhadap berbagai kondisi yang berdampak pada
organisasi, baik kondisi internal maupun eksternal, sehingga bisa dirumuskan
strategi yang pas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.*?
2. Implementasi strategi
Implementasi strategi adalah tahap penerapan dari strategi yang telah
dirancang sebelum ini. Fase ini berkaitan dengan upaya organisasi dalam
menerapkan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Implementasi strategi melibatkan berbagai unsur dalam organisasi, termasuk
pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program kerja, serta koordinasi antar
unit organisasi agar strategi dapat berjalan dengan efektif.
3. Evaluasi strategi
Evaluasi strategi adalah tahapan penilaian terhadap realisasi strategi yang
sudah dilakukan oleh organisasi. Pada fase ini dilakukan pengukuran terhadap

keberhasilan strategi yang telah diterapkan serta identifikasi berbagai kendala

32 Fred R. David, Strategic Management Concepts and Cases (Prentice hall, 2011), hal 6.
33 Fred R. David, Strategic Management Concepts and Cases (Prentice hall, 2011).
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yang muncul selama proses pelaksanaan strategi. Hasil evaluasi tersebut
selanjutnya dapat dipakai sebagai pondasi untuk melakukan perbaikan atau
penyempurnaan strategi pada tahap berikutnya.

Berdasarkan ragam definisi di atas, esensi strategi dapat dikonseptualisasikan
sebagai akumulasi rancangan dan langkah taktis yang dikonstruksi secara
terstruktur oleh sebuah entitas guna mengoptimalkan utilisasi sumber daya demi
tercapainya sasaran spesifik. Dalam bingkai studi ini, pendekatan strategis tersebut
difungsikan sebagai landasan analitis untuk membedah manuver serta intervensi
Dinas Pendidikan dalam menanggulangi problematika Anak Tidak Sekolah (ATS)

pada jenjang SMP di kawasan Kabupaten Malang

B. Anak tidak sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) ialah salah satu indikator penting dalam melihat
tingkat pemerataan akses pendidikan dalam suatu negara. Keberadaan anak yang
tidak memperoleh layanan pendidikan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidak
merataan pada sistem pendidikan, baik yang disebbkan oleh faktor struktural,
sosial, maupun ekonomi. Permasalahan ini tidak hanya bersangkutan dengan
ketersediaan fasilitas pendidikan, tapi juga bersangkutan dengan berbagai kondisi
yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan anak, seperti kemampuan
ekonomi keluarga, dukungan lingkungan sosial, serta tingkat kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya pendidikan.>* Fenomena Anak Tidak Sekolah menjadi

perhatian penting dalam kebijakan pembangunan pendidikan karena berkaitan

34 Lanawaang and Mesra, Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahaan Tuutu Analisis Pasal
31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945, hal 1379.
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langsung dengan upaya pemerintah memastikan pemenuhan hak konstitusional
bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
Istilah Anak Tidak Sekolah digunakan untuk menggambarkan anak yang
berada pada usia sekolah tetapi tidak sedang mengikuti proses pendidikan pada
satuan pendidikan formal maupun nonformal. Pengertian ini digunakan dalam
sistem pendataan pendidikan nasional yang dikemdangkan oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memetakan kondisi akses

.3 Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui angka

pendidikan masyarakat
anak usia sekolah yang tidak terdaftar sebagai peserta didik dalam sistem
pendidikan, sehingga pemerintah dapat merumuskan berbagai kebijakan dan
program intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan.

Sistem pendataan pendidikan di Indonesia mengklasifikasikan Anak Tidak
Sekolah ke dalam beberapa kategori berdasarkan riwayat pendidikan yang dimiliki
oleh anak. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi serta
penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan
pendidikan. Anak Tidak Sekolah secara umum dibagi ke dalam tiga kategori utama,
yaitu anak drop out (DO), anak belum pernah bersekolah (BPB), dan anak lulus
tidak melanjutkan (LTM). Ketiga kategori tersebut menunjukkan kondisi yang
berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda pula dalam
kebijakan pendidikan.

Kategori drop out (DO) merujuk pada anak yang sebelumnya pernah

mengikuti pendidikan di sekolah tetapi kemudian berhenti sebelum menyelesaikan

jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh

35 Kemendikdasmen, Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), diakses 14 Maret 2026.
3¢ Kemendikdasmen, Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), diakses 14 Maret 2026.



28

berbagai penyebab seperti keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya semangat
belajar, maupun kondisi lingkungan sosial yang kurang mendukung
keberlangsungan pendidikan.>’” Anak yang mengalami putus sekolah berpotensi
mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan apabila tidak terdapat
intervensi kebijakan yang mampu mengembalikan mereka ke dalam sistem
pendidikan.

Kategori belum pernah bersekolah (BPB) merujuk pada anak yang berada
pada usia sekolah tetapi belum pernah mengikuti pendidikan pada satuan
pendidikan formal. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan keterbatasan akses
pendidikan, kondisi keluarga yang tidak mencukupi, maupun sosial budaya yang
mempengaruhi keputusan keluarga untuk tidak menyekolahkan anak.*® Keberadaan
anak yang belum pernah bersekolah menjelaskan bahwa masih terdapat kelompok
masyarakat yang tdak sepenuhnya memperoleh kesempatan untuk mengakses
layanan pendidikan dasar.

Sementara itu, klasifikasi Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) disematkan pada
kelompok anak yang sejatinya telah berhasil menamatkan suatu tingkatan
pendidikan, namun proses akademiknya terhenti lantaran tidak meneruskan studi
ke jenjang lanjutan.®® Fenomena semacam ini paling rentan muncul pada fase
transisi pendidikan, semisal saat pergantian dari jenjang Sekolah Dasar (SD) ke
SMP maupun dari SMP menuju SMA. Mandeknya proses belajar ini umumnya

dilatarbelakangi oleh beberapa determinan krusial, di antaranya impitan finansial

37 Dayana et al., ‘ Analisis Faktor Ekonomi Terhadap Tingkat Drop Out Siswa Di Kecamatan Lebong
Selatan Kabupaten Lebong’ (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), http://e-
theses.iaincurup.ac.id/8055/.

38 Lanawaang and Mesra, Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahaan Tuutu Analisis Pasal
31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945, hal 1379.

39 Kemendikdasmen, Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), diakses 14 Maret 2026.
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rumah tangga, minimnya ketersediaan atau daya jangkau terhadap institusi
pendidikan lanjutan, hingga lemahnya dorongan internal anak untuk meneruskan
studinya.

Permasalahan Anak Tidak Sekolah memiliki implikasi yang cukup luas
terhadap pembangunan sumber daya manusia. Anak yang tidak memperoleh akses
pendidikan berpotensi mengalami keterbatasan dalam pengembangan kemampuan
akademik maupun keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan
ekonomi. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia serta
memperbesar kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kesenjangan sosial ini
menciptakan jurang yang dalam diantara mereka yang memiliki akses pendidikan
dan mereka yang tidak.*’ Jadi, penanganan Anak Tidak Sekolah adalah suatu bagian
penting dalam kebijakan pendidikan yang memili tujuan untuk meningkatkan
pemerataan akses pendidikan serta menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan
layanan pendidikan yang layak.

Fokus penelitian ini diarahkan pada Anak Tidak Sekolah pada jenjang
sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Malang. Jenjang pendidikan
tersebut memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan karena merupakan tahap
transisi dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah. Keberhasilan
mempertahankan anak tetap bersekolah pada jenjang ini memiliki peran penting
dalam mencegah meningkatnya jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan
pada jenjang berikutnya. Kondisi tersebut menjadikan penanganan Anak Tidak

Sekolah pada tingkat SMP sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan

401, Ketut Sukarma et al., ‘Mengurangi Ketimpangan Sosial Melalui Program Bantuan Pendidikan
Bagi Anak-Anak Kurang Mampu’, Community Development Journal: Jurnal Pengabdian
Masyarakat 4, no. 4 (2023): 8441.
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daerah, khususnya melalui strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan.

C. Prespektif Teori dalam Islam
Pendidikan dalam pandangan Islam menduduki posisi sentral sebagai
instrumen untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan menuju peradaban
yang beradab. Pada konteks fenomena Anak Tidak Sekolah , tingginya angka putus
sekolah tidak hanya dipandang sebagai masalah administratif, melainkan masalah
struktural yang berdampak pada keberlangsungan kualitas umat. Oleh karena itu,
strategi penanganan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan sejatinya merupakan
manifestasi dari implementasi nilai-nilai keislaman dalam ranah kebijakan publik.
Secara teoretis, hal ini dapat ditelaah melalui empat landasan utama:
1. Kewajiban Menuntut llmu (7Tholabul 'Ilmi)
Pendidikan dalam Islam bukanlah sekadar hak sosial yang bersifat
opsional, melainkan sebuah kewajiban mutlak (fardhu) bagi setiap individu.
Hal ini secara tegas dilandaskan pada sabda Rasulullah SAW:

5 plias 08 e Ay 8 plall b wal 3505 06106 ol i 0l G
(4ale 0l ol 5) dalla

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan..."
(H.R. Ibn Majah)*!

Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, perolehan ilmu
pengetahuan merupakan fondasi utama bagi pengembangan kualitas sumber

daya manusia. Bagi anak usia sekolah, pendidikan dasar dan menengah

4l HR. Tbnu Majah, No. 224
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adalah fase pembentukan rasionalitas dan moralitas. Terjadinya fenomena
ATS menandakan adanya disrupsi atau terhambatnya proses pemenuhan
kewajiban agama tersebut. Oleh karenanya, intervensi Dinas Pendidikan
dalam mengembalikan ATS ke satuan pendidikan adalah bentuk optimalisasi
peran negara untuk memfasilitasi warganya agar tetap berada pada jalur
tholabul 'ilmi. Tanpa adanya strategi holistik dari pemerintah, kewajiban

kolektif untuk mencerdaskan kehidupan umat akan terabaikan, yang

berdampak pada regresi (kemunduran) intelektual di masyarakat.*?

2. Tanggung Jawab Pemimpin (4/-Mas 'uliyyah)
Dalam kerangka Siyasah Syar'iyyah (tata kelola pemerintahan Islam),
kedudukan aparatur negara adalah sebagai pelayan umat (khadimul ummabh).
Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus

dipertanggungjawabkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

(,L..}A_Acm\gmm\ Oy ool duu@sm\wjﬁu;m\mus
Ja0N5 wdie e Jsiuag glo ey cde 5 te Jsa KK &U eﬁs 054

e Alitag ea sy e Aie ) Eal5 ctie 5 (e sl a5 4T glo
G Jsias glo KK e 5 be O enite Ja G2 gl eﬁléj‘) e
(G5 a3 8150) aie

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Saya
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Setiap kalian
adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai
pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi
keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya.
Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah
pemimpin bagi harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.

4 Irsyad Zamjani, dkk., "Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia
Pintar: Studi Kebijakan Pendidikan", Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Vol. 11, No. 2 (2018),
hlm. 45.
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Maka, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya'." (HR. Bukhari).**

Berdasarkan hadis di atas, titik tekan berada pada frasa "A/-imaamu
raa'in wa mas'uulun 'an ra'iyyatihi” menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan
sebagai pemangku kebijakan publik tingkat daerah memikul tanggung jawab
penuh terhadap akses pendidikan masyarakat. Kebijakan untuk menangani
masalah putus sekolah merupakan implementasi nyata dari kaidah fikih
fundamental yang berbunyi: "Tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun
bi al-mashlahah" (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus

senantiasa didasarkan pada prinsip kemaslahatan).**

Dengan demikian,
strategi Dinas Pendidikan dalam mendata, menjangkau, serta memberikan
bantuan afirmasi bagi ATS adalah bentuk tata kelola pemerintahan yang
berorientasi pada penciptaan kesejahteraan umum (maslahah mursalah) demi
memastikan tidak ada warga negara yang terpinggirkan dari layanan
pendidikan.®

3. Pencegahan Generasi yang Lemah

Islam menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masa depan dan

kualitas keberlanjutan generasi penerus. Allah SWT memberikan peringatan

tegas melalui firman-Nya, (QS. An-Nisa: 9):

13 5a s a1l Ztle 13804 B 3550 gl B 15858 31 0 il
I Y 38

4 HR Imam Bukhari no. 893, 2554, 7138 dan Imam Muslim no. 1829

44 Jalaluddin as-Suyuthi, AI-Asybah wa an-Nazhair, (Kairo: Dar al-Salam, 2004), hlm. 121.

45 Abdul Malik, “Implementasi Manajemen Pendidikan Islam dalam Kebijakan Publik”, Jurnal
Administrasi Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 115
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Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati)
meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir
terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur
kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*

Istilah "lemah" (dhu'afa) dalam ayat tersebut memiliki cakupan
multidimensi, yakni kelemahan secara intelektual, spiritual, maupun
ekonomi. Menurut kajian sosiologi pendidikan, masalah putus sekolah
merupakan embrio dari lahirnya kemiskinan struktural. Anak yang tidak
mengenyam pendidikan memadai cenderung memiliki daya saing yang
rendah dalam menghadapi mobilitas sosial dan tantangan zaman. Strategi
komprehensif dari Dinas Pendidikan dalam menanggulangi ATS bertindak
sebagai instrumen preventif (sadd al-dzari'ah) untuk mencegah meluasnya
rantai kemiskinan dan keterbelakangan. Kebijakan ini adalah langkah
ntisipatif untuk mencetak khaira ummah (generasi terbaik) yang kuat dan
mandiri di masa depan.?’

4. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Agama Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (al-musawah) dan
keadilan sosial dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kedalam
pemerataan hak-hak dasar. Firman Allah pada Al.Qur’an, QS. An-Nahl Ayat

90:

Sl slasdll g 45 Al (3 (sl 5 s sl saian &)

O3 8% A& a&iaay il

46 Kementerian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur'an, 2019), hlm. 78.

47 Rohmatul Anisah Muiz, dkk., "Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas,
Kuantitas, Efektivitas dan Efisiensi", Jurnal IImiah Manajemen Pendidikan, Vol. 6, No. 1 (2024),
hlm. 12-15.
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan,
dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan
keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar
kamu selalu ingat.*8

Keadilan pendidikan bermakna bahwa setiap warga negara tanpa
memandang strata sosial, gender, maupun kondisi ekonomi keluarga berhak
mendapatkan akses pembelajaran yang setara dan bermutu. Mengingat
mayoritas kasus ATS dipicu oleh ketimpangan faktor ekonomi keluarga
menengah ke bawah, kehadiran Dinas Pendidikan melalui program afirmasi
wajib belajar berfungsi sebagai katalisator pemerataan. Strategi kebijakan
pendidikan yang inklusif merupakan instrumen keadilan negara dalam
memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap kaum mustad'afin
(kelompok rentan dan lemah). Hal ini sekaligus membuka ruang bagi
terjadinya mobilitas sosial vertikal melalui pendidikan, sehingga kemiskinan
tidak menjadi hambatan permanen bagi seorang anak untuk meraih masa
depannya.*’

Secara teoretis, strategi Dinas Pendidikan dalam menangani Anak Tidak
Sekolah (ATS) merupakan manifestasi dari implementasi nilai-nilai Islam yang
memandang pendidikan sebagai hak fundamental sekaligus kewajiban religius.
Melalui pemenuhan tanggung jawab kepemimpinan dan penerapan kebijakan
berbasis kemaslahatan upaya ini tidak hanya bertujuan menuntaskan wajib belajar
secara administratif, namun juga sebagai langkah preventif dalam melindungi

generasi muda dari kelemahan intelektual dan ekonomi Dengan demikian,

48 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya..., hlm. 277.

49 A. Rahman, "Pendidikan dan Mobilitas Vertikal dalam Perspektif Islam: Peran Pendidikan dalam
Transformasi Status Sosial Masyarakat", Jurnal limiah Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 4 (2021), hlm.
301.
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penanggulangan ATS merupakan manifestasi dari prinsip keadilan sosial yang

diharapkan dapat melahirkan generasi yang kuat, mandiri, dan bermartabat sesuai

dengan cita-cita pendidikan Islam.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan
tersebut dilandasi oleh tujuan riset untuk membedah secara holistik fenomena
sosial seputar langkah strategis Dinas Pendidikan dalam menanggulangi isu
Anak Tidak Sekolah (ATS). Implementasi metode ini memfasilitasi peneliti
dalam mengekstraksi pemahaman yang utuh terkait konstelasi kebijakan,
program intervensi, serta ragam determinan yang mendikte jalannya penanganan
ATS di tengah masyarakat. Lebih lanjut, desain kualitatif membuka ruang bagi
peneliti untuk menyelami konstruksi realitas empiris dari kacamata para aktor
yang berpartisipasi langsung dalam roda eksekusi kebijakan pendidikan.*

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah studi kasus.
Penelitian studi kasus memiliki tujuan untuk mengkajj secara mendalam suatu
fenomena atau peristiwa dalam konteks tertentu sehingga dapat diperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai objek yang diteliti. Dengan jenis
penelitian ini, peneliti dapat menelaah secara lebih rinci mengenai strategi yang
dijalankan oleh Dinas Pendidikan dalam menangani Anak Tidak Sekolah,
termasuk proses perumusan kebijakan, implementasi program, serta berbagai

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

50 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Remaja Rosdakarya, 2019), hal 6.
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B. Kehadiran Peneliti

Di dalam kerangka riset kualitatif, eksistensi peneliti diposisikan sebagai
instrumen kunci (human instrument) selama tahapan pengumpulan data. Peneliti
berpartisipasi secara proaktif dalam upaya ekstraksi informasi, baik melalui
mekanisme pengamatan langsung, wawancara mendalam, maupun telaah arsip
yang relevan dengan lokus studi. Kehadiran fisik peneliti di lapangan merupakan
elemen krusial guna menyingkap makna esensial di balik konstelasi fenomena yang
tengah diamati. Oleh karenanya, pada koridor metodologi ini, instrumen penelitian
tidak direduksi sebatas peranti teknis semata, melainkan sangat bertumpu pada
kompetensi analitis peneliti dalam melakukan observasi tajam, menginterpretasikan
makna, serta mengonstruksi analisis komprehensif terhadap temuan empiris.’!

Dalam studi ini, peneliti mengambil posisi sebagai pengamat partisipan
(participant observer). Peneliti terjun langsung ke lokus kajian guna mengobservasi
secara faktual roda eksekusi dari serangkaian strategi Dinas Pendidikan dalam
mengentaskan problematika Anak Tidak Sekolah (ATS), sekaligus menggali
keterangan mendalam dari para informan kunci. Keterlibatan peneliti di lapangan
bersifat transparan dan telah diketahui sepenuhnya oleh pihak-pihak yang
diwawancarai (overt research), sehingga agenda ekstraksi data dapat berlangsung

secara terbuka serta selaras dengan orientasi tujuan riset.

C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada perhitungan bahwa instansi tersebut

merupakan lembaga pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam

51 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal 168.
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merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten,
termasuk dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS). Melalui
penelitian yang dilakukan di instansi ini, peneliti diharapkan bisa mendapatkan
informasi yang lebih mendalam tentang strategi yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani permasalahan Anak Tidak
Sekolah.

Dinas Pendidikan sebagai perangkat daecrah mempunyai kewajiban dalam
penyeleggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan, yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pendidikan di wilayah daerah.>?
Keberadaan lembaga ini menjadi sangat penting dalam upaya memperbaiki akses
pendidikan bagi masyarakat serta menurunkan angka Anak Tidak Sekolah melalui
berbagai program dan kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah

daerah.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah pihak-pihak yang dijakan sumber utama untuk
memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam
penelitian kualitatif, subjek penelitian dipilih secara purposive, yakni didasarkan
perhitungan tertentu yang dianggap sanggup memberikan informasi yang relevan
dan terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.>> Subjek dalam kajian ini
adalah seluruh pihak yang terlibat secara langsung pada pelaksanaan kebijakan
pendidikan, terkhusus dalam penanganan Anak Tidak Sekolah di lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang. Narasumber penelitian terdiri dari pejabat atau staf

52 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 12.
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hal 218.
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pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang memiliki kewenangan atau
keterlibatan dalam program penanganan Anak Tidak Sekolah, seperti kepala bidang
yang menangani pendidikan dasar, staf yang bertanggung jawab dalam pendataan
Anak Tidak Sekolah, serta pihak lain yang dianggap mempunyai informasi yang
relevan dengan penelitian. Melalui subjek penelitian tersebut, peneliti berharap
dapat memperoleh data yang komprehensif tentang strategi yang dijalankan oleh

Dinas Pendidikan dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah.

E. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan diperoleh
dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta
dokumentasi yang bersangkutan dengan kebijakan dan program penanganan Anak

Tidak Sekolah. Sumber data didalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara
langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.**
Data utama di dalam kajian ini diperoleh dar wawancara dengan pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan program penanganan Anak Tidak Sekolah di
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, seperti kepala bidang yang
menangani pendidikan dasar, staf yang bertanggung jawab terhadap pendataan
Anak Tidak Sekolah, serta pihak lain yang dirasa mepunyai informasi yang

relevan dengan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

5% Undari Sulung and Mohamad Muspawi, ‘Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder,
Dan Tersier’, Edu Research 5, no. 3 (2024): hal 111, https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238.



40

Sumber data sekunder ialah data yang didapatkan dari berbagai dokumen
yang memperkuat penelitian.’> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi
laporan program pendidikan, data Anak Tidak Sekolah, peraturan atau
kebijakan pendidikan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan upaya
penanganan Anak Tidak Sekolah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk membantu pengumpulan data. Dalam
penelitian kualitatif, alat utamanya ialah peneliti itu sendiri. Hal ini karena
penelitilah yang turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengolah data
tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti akan melakukan
pengamatan (observasi), wawancara, dan memeriksa dokumen-dokumen yang ada.
Oleh karena itu, sukses tidaknya sebuah penelitian kualitatif sangat bergantung
pada kepekaan peneliti dalam membaca situasi, kemampuannya menggali
informasi dari narasumber, serta ketajamannya dalam menganalisis semua data
yang ditemukan.>®

Selain peneliti sebagai pengumpul data utama, penelitian ini juga
menggunakan beberapa alat bantu pendukung. Alat bantu tersebut di antaranya
adalah pedoman wawancara agar pertanyaan kepada narasumber lebih terarah,
lembar observasi untuk mencatat hal penting yang dilihat di lapangan, serta alat

dokumentasi seperti alat perekam suara, kamera, dan buku catatan.

55 Sulung and Muspawi, ‘Memahami Sumber Data Penelitian’, hal 111.
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif.
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G. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses mengidentifikasi dan menyeleksi
individu yang bakal dijadikan subjek penelitian, memperoleh izin untuk
melaksanakan penelitian, serta mengumpulkan informasi melalui pengajuan
sejumlah pertanyaan kepada informan atau melalui pengamatan terhadap perilaku
mereka. Proses ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan
fokus penelitian sehingga dapat digunakan dalam proses analisis penelitian.>’
1. Observasi
Observasi (pengamatan) dilakukan dengan cara melihat langsung
berbagai kegiatan dan kondisi yang berkaitan dengan upaya penanganan Anak
Tidak Sekolah (ATS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Lewat pengamatan langsung ini, peneliti bisa mendapatkan gambaran nyata
mengenai situasi yang ada, bagaimana jalannya program tersebut, serta
kejadian-kejadian riil di lapangan.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan bertujuan mendapatkan informasi secara langsung
dari informan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara
dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan
pedoman wawancara agar proses penggalian informasi tetap terarah, namun
tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi secara

lebih luas. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi

57 Hidayat et al., ‘Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka,
Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan
Pelaporan & Evaluasi Penelitian’, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2, no. 6 (2025): 519,
https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.509.
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Muthoharoh, S.M. (Kepala Seksi Kesiswaan SMP), Dewi Ruhillah, S.Pd.
(Kepala Seksi PAUD), dan Nila Mayasari (Pengadministrasi Perkantoran).
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang
berkaitan dengan penelitian, seperti data Anak Tidak Sekolah, laporan program
pendidikan, peraturan atau kebijakan pendidikan, serta dokumen lain yang
relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data

pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, serta
menafsirkan data yang telah diperoleh dari lapangan sehingga dapat menghasilkan
kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.’® Dalam penelitian kualitatif,
proses analisis data sudah mulai dilakukan semenjak tahap awal pengumpulan data
hingga seluruh kegiatan penelitian selesai. Tujuan dari pengolahan data ini adalah
untuk memahami makna di balik informasi yang didapat, sekaligus menemukan
berbagai hal atau temuan penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang
diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis
interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.>
Model analisis ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara terus-

menerus selama proses penelitian berlangsung, yaitu sebagai berikut:

58 Fahriana Nurrisa and Dina Hermina, ‘Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan,
Dan Analisis Data’, Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran| E-ISSN: 3026-6629 2, no. 3
(2025): hal 798.

¥ Nurrisa and Hermina, ‘Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian’, hal 798.
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1. Reduksi Data
Reduksi data pada dasarnya adalah proses menyaring dan
menyederhanakan semua informasi yang sudah dikumpulkan dari lapangan.
Pada tahap ini, peneliti akan memilah mana data yang benar-benar sesuai
dengan tujuan penelitian, lalu merangkum poin-poin penting seputar strategi
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam mengatasi masalah Anak Tidak
Sekolah (ATS).
2. Penyajian Data
Penyajian data adalah tahapan merapikan dan menampilkan data yang
sudah disaring sebelumnya. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian
cerita (narasi), tabel, maupun bagan. Tujuannya adalah agar peneliti lebih
mudah memahami kaitan antar informasi yang ada, sekaligus mendapatkan
gambaran yang lebih utuh dan jelas mengenai masalah yang sedang diteliti.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Tahap terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Pada
tahap ini, peneliti menafsirkan data yang sudah diolah untuk mencari makna,
sekaligus menjawab pertanyaan utama dari penelitian. Kesimpulan yang
didapatkan ini kemudian akan terus dicek ulang (diverifikasi) selama penelitian
berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil akhir penelitian

tersebut benar-benar tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

I. Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi
yang didapat dari penelitian benar-benar valid dan bisa dipercaya (kredibel). Dalam

penelitian kualitatif, salah satu cara yang sering digunakan untuk menguji
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kebenaran data ini adalah melalui teknik triangulasi. Singkatnya, triangulasi adalah
upaya mengecek silang atau mencocokkan sebuah data dengan cara
membandingkannya menggunakan sumber, metode, atau informasi lain sebagai
bahan pembuktian.
Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan melewati
beberapa bentuk triangulasi, yaitu sebagai berikut:
1. Triangulasi Sumber Data
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh
dari berbagai informan yang berbeda. Data yang diperoleh dari satu informan
akan dibandingkan dengan informasi dari informan lain untuk memastikan
kesesuaian dan keakuratan data yang diperoleh.®
2. Triangulasi Teknik atau Metode
Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data dan informasi
yang didapat melalui macam-macam teknik pengumpulan data, seperti

observasi, wawancara, dan dokumentasi.®!

Dengan cara ini peneliti dapat
melihat konsistensi data yang di peroleh dari teknik yang berbeda.

Melalui penerapan triangulasi sumber data, triangulasi teknik atau metode, peneliti

berupaya memverifikasi bahwasanya data yang diperoleh memiliki tingkat

keakuratan dan kredibilitas yang tinggi. Penggunaan berbagai teknik pengecekan

tersebut diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah dan memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya di lapangan.

0 Wiyanda Vera Nurfajriani et al., ‘Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif”, Jurnal limiah
Wahana Pendidikan 10, no. 17 (2024): 826-33.

6! Dedi Susanto and M. Syahran Jailani, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian
llmiah’, QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 1, no. 1 (2023): 53-61.
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BAB IV
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil dinas pendidikan kabupaten Malang

Nama Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
Status Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Malang
Bidang Urusan  Pendidikan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Malang
Dasar Hukum o
tentang Organisasi Perangkat Daerah

JI. Panarukan No. 1, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa

Alamat
Timur 65163
Kode Pos 65163
Pimpinan Suwadji, S.IP., M.Si.

Wilayah Kerja ~ Kabupaten Malang

Unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang
Kedudukan o
pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang merupakan perangkat daerah yang
bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas
Pendidikan berkedudukan di Kecamatan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten
Malang dan bertanggung jawab kepada Bupati Malang melalui Sekretaris
Daerah.%? Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan memiliki fungsi

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, serta

evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan

62 IDalamat.com, ‘Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang’, IDalamat.com, accessed 12 June
2026, https://idalamat.com/alamat/12535/kantor-dinas-pendidikan-kabupaten-malang.
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pendidikan nonformal. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam
penyelenggaraan pendidikan daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga
berperan dalam pelaksanaan program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Struktur organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG

NURUL SR UTAML S.Pd MM

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di
bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh
Sekretaris Dinas yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta
Sub Bagian Keuangan dan Aset. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
juga memiliki beberapa bidang, yaitu Bidang Pendidikan SD, Bidang
Pendidikan SMP, Bidang PAUD dan Dikmas, serta Bidang Tenaga Teknis.

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, penanganan Anak Tidak

Sekolah (ATS) berada di bawah koordinasi Bidang PAUD dan Dikmas,
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khususnya pada Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Bidang ini
memiliki tugas dalam mengelola layanan pendidikan nonformal dan pendidikan
kesetaraan yang menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat
mengakses pendidikan formal. Oleh karena itu, Bidang PAUD dan Dikmas
memiliki peran penting dalam pelaksanaan program penanganan ATS di
Kabupaten Malang.

Peran Bidang PAUD dan Dikmas dalam penanganan ATS tidak hanya
terbatas pada pendataan anak yang tidak bersekolah, tetapi juga meliputi proses
verifikasi dan validasi data ATS yang diperoleh dari berbagai sumber. Setelah
data diverifikasi, bidang ini melakukan koordinasi dengan sekolah, pemerintah
desa, satuan pendidikan nonformal, serta pihak terkait lainnya untuk
menentukan bentuk layanan pendidikan yang sesuai bagi setiap anak. Melalui
mekanisme tersebut, anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah dapat
diarahkan kembali ke pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan ATS, Bidang
PAUD dan Dikmas menjadi bagian yang sangat relevan dalam penelitian ini.
Hal tersebut karena berbagai strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang dalam menangani Anak Tidak Sekolah, mulai dari proses
pendataan, penjangkauan, pendampingan, hingga pengembalian anak ke layanan
pendidikan, sebagian besar dilaksanakan melalui koordinasi Bidang PAUD dan

Dikmas bersama berbagai pihak terkait.
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B. Paparan Data
1. Perencanaan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam

Menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) Tingkat SMP

Perencanaan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di
Kabupaten Malang memperlihatkan konstruksi kebijakan pendidikan yang
bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis data dan
kolaborasi kelembagaan. Perencanaan tidak dapat dipahami sebagai tahapan
teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses siklis yang dimulai dari
identifikasi masalah, validasi data, analisis situasi, hingga perumusan arah
kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks ini, ATS tidak
hanya diposisikan sebagai data statistik pendidikan, tetapi sebagai fenomena
sosial yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Pola tersebut menunjukkan
bahwa strategi dinas dibentuk melalui interaksi antara realitas lapangan,
sistem informasi digital, serta kerangka regulasi nasional.

a. Proses perencanaan strategi berbasis identifikasi masalah dan transformasi
kesadaran kebijakan

Perencanaan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di
Kabupaten Malang menunjukkan adanya transformasi cara pandang institusi
pendidikan dalam membaca persoalan pendidikan dari yang semula bersifat
administratif menjadi lebih kompleks sebagai persoalan sosial yang
membutuhkan intervensi kebijakan berbasis data. Transformasi ini tidak
muncul secara spontan, melainkan melalui proses refleksi kelembagaan
setelah data ATS menunjukkan angka yang cukup tinggi dan tersebar pada

berbagai kelompok usia. Dalam konteks ini, data tidak hanya berfungsi
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sebagai informasi pendukung, tetapi menjadi pemicu utama lahirnya
kesadaran institusional terhadap urgensi penanganan ATS secara lebih
terstruktur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di tingkat
daerah tidak selalu dimulai dari formulasi problem sosial secara kualitatif,
tetapi sering kali diawali dari keterlihatan masalah dalam bentuk angka dan
sistem klasifikasi. ATS baru memperoleh perhatian serius ketika telah masuk
ke dalam sistem pendataan yang mampu memetakan besaran dan sebaran
kasus secara jelas. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik birokrasi
pendidikan, masalah sosial baru memperoleh status “prioritas kebijakan”
ketika telah terobjektifikasi dalam bentuk data yang dapat diolah.

Hal ini ditegaskan oleh Kasi SMP yang menjelaskan bahwa fokus awal
dinas bukan pada penyusunan strategi penanganan, melainkan pada proses
pemetaan data terlebih dahulu sebelum kebijakan dirumuskan:

“Jadi sebelum ada program Saber ATS ini, sebenarnya kami belum
terlalu fokus pada penanganan ATS secara khusus. Waktu itu fokus
kami masih pada pendataan dulu, karena kami perlu mengetahui
sebenarnya jumlah ATS di Kabupaten Malang itu berapa. Setelah
pendataannya selesai dan ternyata prevalensinya cukup tinggi, akhirnya
kami mengadakan rapat bersama. Semua bidang kami libatkan untuk
merumuskan strategi dan program yang bisa digunakan untuk
menangani ATS ini.”%

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lahirnya strategi penanganan
ATS merupakan hasil dari proses institusional yang berbasis pada “kesadaran

statistik” terhadap masalah pendidikan. Kebijakan tidak muncul dari satu

gagasan awal yang matang, melainkan dari proses adaptif terhadap data yang

63 Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’, (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 09.00.
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menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pendidikan.®* Dalam
konteks ini, data tidak hanya berperan sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai
mekanisme yang membentuk agenda kebijakan.

Proses tersebut diperkuat oleh penjelasan Ketua seksi PAUD yang
menekankan bahwa seluruh tahapan perencanaan selalu diawali dengan
pembacaan data dari Dashboard ATS sebelum masuk ke tahap pembahasan
lintas bidang:

“Kalau dari bidang kami, proses perencanaan biasanya diawali dengan
melihat data ATS yang sudah tersedia dari Dashboard ATS. Setelah
data tersebut diperoleh, kami melakukan pembahasan bersama dengan
bidang terkait untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Dari hasil
pembahasan tersebut kemudian dirumuskan langkah-langkah yang
dianggap paling sesuai untuk menangani ATS.”%

Pernyataan ini menunjukkan bahwa data tidak berhenti pada tahap
informasi awal, tetapi menjadi titik masuk utama dalam proses konstruksi
kebijakan. Data dari Dashboard tidak langsung diinterpretasikan secara final,
tetapi terlebih dahulu dipadukan dengan pembacaan kondisi lapangan melalui
forum lintas bidang. Dengan demikian, terdapat proses mediasi antara data
digital dan realitas sosial sebelum keputusan kebijakan dirumuskan.

Penguatan dari sisi administratif juga terlihat dari penjelasan
pengadministrasi yang menyebut bahwa data yang masuk tidak digunakan

dalam bentuk mentah, tetapi melalui proses pengelompokan berdasarkan

wilayah:

%4 Haditsa Qur’ani Nurhakim et al., ‘PERUMUSAN, FORMULASI, DAN ADOPSI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN’, AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Illmu Kependidikan 7, no. 4 (2025): 682-96,
https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i4.2655.

%5 Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’, (Dinas Pendidikan Kab. Malang), Mei 2026,
Pukul 11.00.
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“Data ATS yang masuk dari Dashboard kami rekap dan kami
kelompokkan berdasarkan wilayah atau kecamatan. Dari data tersebut
nantinya pimpinan dan bidang terkait dapat melihat daerah mana yang
membutuhkan perhatian lebih.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa data tidak hanya berfungsi
sebagai representasi angka, tetapi juga mengalami proses kategorisasi ulang
dalam struktur birokrasi. Proses pengelompokan wilayah menunjukkan
adanya upaya institusional untuk mengubah data nasional menjadi data
operasional yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat
daerah. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa data menjadi alat navigasi
kebijakan dalam menentukan prioritas intervensi.

Jika dilihat secara lebih mendalam, keseluruhan proses perencanaan ini
menunjukkan bahwa kebijakan penanganan ATS di Kabupaten Malang
bergerak dalam kerangka data-driven governance, di mana realitas sosial
terlebih dahulu harus dikonstruksi menjadi data sebelum dapat diintervensi
melalui kebijakan.®” Dalam kerangka ini, ATS tidak langsung dipahami
sebagai fenomena sosial yang kompleks, tetapi terlebih dahulu
disederhanakan dalam bentuk kategori administratif seperti putus sekolah,
belum pernah sekolah, dan lulus tidak melanjutkan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh keberadaan sistem Dashboard ATS
Kemendikdasmen yang menjadi instrumen utama dalam pemetaan dan
klasifikasi data ATS. Sistem ini tidak hanya menampilkan jumlah ATS, tetapi

juga mengorganisasi data berdasarkan usia, wilayah, dan status pendidikan.

Dengan demikian, perencanaan strategi sangat bergantung pada bagaimana

% Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’, (Dinas Pendidikan Kab. Malang),
Mei 2026, Pukul 14.00.

67 Kusumajanti Kusumajanti et al., Metodologi Penelitian Kualitatif :: Teori Dan Paradigma Baru
Bidang Ilmu Sosial (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
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sistem digital mengonstruksi realitas pendidikan dalam bentuk yang terukur

dan dapat dianalisis secara administratif.

Dasbor Grafik dan Sebaran Anak Tidak Sekolah
dssnorats

Dasbor ATS @

© Tangal v T Provinsl v T

Dasbor ATS {{Provinsi}} - Kab. Malang

Statistik ATS

Total 898 Total Drop Out

27,862 6,218 10,280 11,364

Gambar 4.2 Dashboard ATS Kemendikdasmen
https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/dashboard-ats

Pada titik ini, terlihat bahwa perhatian kebijakan tidak semata-mata
lahir dari kedekatan terhadap realitas sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh
tingkat keterlihatan masalah dalam sistem data. Semakin tinggi visibilitas
suatu masalah dalam Dashboard, semakin besar kemungkinan masalah
tersebut menjadi prioritas kebijakan. Sebaliknya, persoalan yang tidak terdata
berpotensi tidak memperoleh perhatian institusional meskipun secara sosial
memiliki dampak yang signifikan.

Dengan demikian, perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten
Malang tidak hanya mencerminkan proses teknis birokrasi, tetapi juga
memperlihatkan bagaimana data membentuk cara institusi memahami,
mengklasifikasi, dan merespons realitas pendidikan. Kebijakan yang
terbentuk pada akhirnya merupakan hasil interaksi antara data digital,
interpretasi birokrasi, dan pembacaan lapangan yang saling melengkapi

dalam proses perumusan strategi.
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b. Mekanisme pendataan sebagai instrumen pembentuk realitas kebijakan

Pendataan ATS melalui Dashboard Kemendikdasmen menjadi fondasi
utama dalam perencanaan strategi di Kabupaten Malang. Sistem ini tidak
hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen yang
membentuk cara institusi memahami dan mengelola masalah pendidikan.

Ibu Muthoharoh menjelaskan bahwa seluruh proses pendataan
dilakukan melalui sistem digital: “Mekanisme pendataannya melalui
Dashboard ATS dari Kemendikdasmen. Jadi kami tidak mendata secara
manual.”®® Pengadministrasi menambahkan bahwa data yang masuk ke
sistem tidak langsung digunakan, tetapi harus melalui proses verifikasi dari
berbagai pihak:

“Data yang muncul dalam sistem kemudian dipantau dan diperiksa

kembali berdasarkan hasil verifikasi dari sekolah, desa, maupun

kecamatan.”®

Ketua seksi PAUD memperkuat bahwa data tersebut kemudian menjadi
dasar dalam pembahasan lintas bidang: “Kami melihat data ATS yang sudah
tersedia dari Dashboard, kemudian dibahas bersama dengan bidang
terkait.”’"

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh dokumen inovasi SABER
ATS yang menunjukkan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di

Kabupaten Malang mencapai 19.443 anak. Dari jumlah tersebut, 24,04%

merupakan kategori Drop Out (DO), 38,94% Lulus Tidak Melanjutkan

% Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 09.00.

% Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 14.00.

" Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei
2026 pukul 11.00.
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(LTM), dan 37,04% Belum Pernah Bersekolah (BPB).”! Tingginya angka
ATS tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk
menyusun strategi penanganan ATS secara lebih sistematis.

Keterhubungan ini menunjukkan bahwa data tidak hanya menjadi
informasi teknis, tetapi juga menjadi mekanisme seleksi awal terhadap
realitas sosial yang dianggap penting untuk ditangani. Sistem menciptakan
proses penyederhanaan realitas sosial ke dalam kategori administratif yang
telah ditentukan. Anak tidak sekolah tidak lagi dipahami secara utuh sebagai
individu dengan kompleksitas sosial, tetapi sebagai entitas dalam sistem yang
harus diverifikasi, diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti.

Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendataan tidak bersifat netral,
tetapi turut membentuk cara pandang kebijakan terhadap realitas sosial. Data
menjadi filter utama yang menentukan apakah suatu kasus dianggap prioritas
atau tidak. Dengan demikian, mekanisme pendataan tidak hanya merekam
realitas, tetapi juga membentuk struktur perhatian kebijakan itu sendiri.

c. Keterlibatan lintas bidang sebagai mekanisme integrasi dan kompleksitas
koordinasi kebijakan

Perencanaan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di
Kabupaten Malang memperlihatkan bahwa proses kebijakan tidak berjalan
secara linier, tetapi melalui mekanisme koordinasi lintas bidang yang
melibatkan berbagai unit dalam struktur Dinas Pendidikan. Setiap bidang
tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor

interpretatif yang membaca data sesuai dengan perspektif dan kewenangan

! Dispendik Kab. Malang, ‘Inovasi SABER ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah’, Dokumen
KOVABLIK Kabupaten Malang, 2025.



55

masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan
dibangun melalui proses kolektif, bukan keputusan tunggal dari satu unit
organisasi.

Tahap awal, data ATS dari Dashboard menjadi titik masuk utama
dalam proses perencanaan. Data tersebut kemudian tidak langsung dijadikan
dasar keputusan, tetapi terlebih dahulu dibahas dalam forum lintas bidang
untuk dikaitkan dengan kondisi faktual di lapangan. Hal ini menunjukkan
adanya upaya untuk menyeimbangkan antara data administratif dan realitas
sosial yang tidak selalu dapat ditangkap secara utuh oleh sistem digital.

Hal ini ditegaskan oleh Ibu Ruhillah yang menjelaskan bahwa proses
perencanaan selalu diawali dari pembacaan data sebelum masuk ke tahap
diskusi lintas bidang:

“Setelah melihat data ATS dari Dashboard, kami melakukan

pembahasan bersama dengan bidang terkait untuk melihat kondisi yang

ada di lapangan. Dari situ baru kami bisa merumuskan langkah-langkah
yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan penanganan.””

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa data tidak berdiri sebagai
satu-satunya dasar pengambilan keputusan, tetapi menjadi pemicu awal untuk
masuk ke tahap interpretasi kebijakan. Artinya, data berfungsi sebagai pintu
masuk, sementara keputusan kebijakan lahir dari proses dialog antarbidang
yang mencoba menafsirkan makna di balik angka-angka tersebut.

Pada tahap berikutnya, intensitas masalah yang ditunjukkan oleh data

juga berpengaruh terhadap urgensi respons kelembagaan. Ketika jumlah ATS

menunjukkan angka yang tinggi, maka hal tersebut menjadi dasar

2 Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei
2026 pukul 11.00.
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dilaksanakannya rapat koordinasi untuk merumuskan strategi penanganan
yang lebih terstruktur. Hal ini disampaikan oleh ibu Muthoharoh:

“Setelah pendataannya selesai dan ternyata jumlah ATS cukup tinggi,

akhirnya kami mengadakan rapat bersama. Semua bidang dilibatkan

untuk merumuskan strategi dan program yang bisa digunakan untuk
menangani ATS ini.””?

Pernyataan ini menunjukkan bahwa eskalasi data memiliki fungsi
politik dalam birokrasi pendidikan, dalam arti data tidak hanya
mencerminkan kondisi, tetapi juga menentukan tingkat prioritas kebijakan.
Semakin tinggi angka ATS, semakin besar tekanan institusional untuk
merespons melalui pembentukan kebijakan baru. Dengan demikian, data
tidak hanya menjadi alat monitoring, tetapi juga menjadi mekanisme yang
menggerakkan respons organisasi.

Pada level administratif, data tersebut kemudian tidak hanya dibahas,
tetapi juga diolah menjadi bentuk yang lebih operasional agar dapat
digunakan oleh pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini
menunjukkan adanya transformasi data dari bentuk mentah menjadi
informasi kebijakan yang lebih terstruktur.

Ibu Nila Mayasari menambahkan:

“Data ATS yang masuk dari Dashboard kami rekap dan kami

kelompokkan berdasarkan wilayah atau kecamatan. Hasil

pengelompokan itu kemudian kami sampaikan kepada pimpinan untuk

membantu menentukan wilayah mana yang perlu menjadi prioritas

penanganan.”’*

73 Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 09.00.
7 Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 14.00.
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Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses administratif memiliki
peran penting dalam menjembatani antara data digital dan keputusan
kebijakan. Pengelompokan berdasarkan wilayah tidak hanya bersifat teknis,
tetapi juga membentuk cara pandang institusi terhadap distribusi masalah
ATS. Wilayah dengan jumlah ATS tinggi secara otomatis memperoleh
perhatian lebih dalam proses perencanaan.

Jika dilihat secara keseluruhan, perencanaan strategi ATS di Kabupaten
Malang memperlihatkan adanya struktur kebijakan yang bersifat kolektif dan
berlapis. Proses ini melibatkan transformasi data dari sistem digital,
kemudian melalui interpretasi lintas bidang, hingga akhirnya diformalkan
dalam keputusan kelembagaan. Namun di balik struktur tersebut, terdapat
konsekuensi berupa kompleksitas birokrasi yang cukup tinggi.

Kompleksitas ini tercermin dari panjangnya rantai koordinasi yang
harus dilalui sebelum kebijakan dapat ditetapkan. Di satu sisi, kondisi ini
memberikan keuntungan berupa meningkatnya validitas kebijakan karena
melibatkan berbagai perspektif. Setiap bidang memberikan sudut pandang
yang berbeda sehingga keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif.

Namun di sisi lain, struktur koordinasi yang berlapis juga berpotensi
memperlambat respons kebijakan terhadap persoalan yang bersifat dinamis
seperti ATS. Ketika proses perumusan kebijakan harus melalui beberapa
tahap diskusi dan verifikasi, maka terdapat risiko keterlambatan dalam
merespons kasus yang membutuhkan penanganan cepat. Hal ini
menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan akurasi kebijakan

dan tuntutan kecepatan respons dalam praktik tata kelola pendidikan.
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Dengan demikian, perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten
Malang tidak hanya dapat dipahami sebagai proses administratif semata,
tetapi juga sebagai arena negosiasi antara data, aktor birokrasi, dan realitas
sosial yang terus bergerak.

d. Arah jangka panjang sebagai upaya penanganan struktural dan penguatan
sistem pendidikan

Perencanaan jangka panjang penanganan ATS di Kabupaten Malang
tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga
pada upaya mengurangi faktor penyebab utama munculnya ATS. Fokus
utama diarahkan pada penguatan bantuan pendidikan, perluasan akses, serta
peningkatan sistem pendataan. Ibu Muthoharoh menjelaskan bahwa:

“Kami terus mengusulkan tambahan bantuan dan kuota BIP atau

Program Indonesia Pintar supaya lebih banyak anak yang bisa

terbantu.”’®

Kasi PAUD menambahkan bahwa sistem pendataan dan dukungan
pendidikan ke depan diharapkan semakin terintegrasi dan luas: “Ke depan
kami berharap sistem pendataan ATS semakin baik dan dukungan bantuan
pendidikan semakin luas.”’®

Pengadministrasi memperkuat bahwa Dashboard digunakan untuk
melihat tren penurunan ATS dari waktu ke waktu: “Dari Dashboard bisa

dilihat apakah jumlah ATS mengalami penurunan atau tidak.”’” Hal ini

diperkuat oleh Dokumen SABER ATS menunjukkan bahwa faktor ekonomi

75 Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 09.00.

76 Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei
2026 pukul 11.00.

7 Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 14.00.
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menjadi penyebab terbesar ATS dengan persentase 67%, diikuti keterbatasan
infrastruktur pendidikan sebesar 18%, dan pernikahan dini sebesar 15%. 8
Arah kebijakan jangka panjang ini menunjukkan bahwa strategi tidak
hanya berorientasi pada penanganan individual, tetapi juga pada perbaikan
sistem pendidikan secara bertahap. Namun fokus yang dominan masih berada
pada aspek akses dan bantuan pendidikan, sementara akar struktural seperti
ketimpangan sosial dan kondisi ekonomi keluarga masih menjadi tantangan
yang lebih luas dan tidak sepenuhnya tersentuh dalam kebijakan. Dengan
demikian, strategi jangka panjang masih berada pada tahap penguatan sistem
pendidikan, belum sepenuhnya mencapai transformasi sosial yang lebih
mendalam dalam konteks penanganan ATS.
2. Implementasi Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam

Menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) Tingkat SMP

Implementasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di
Kabupaten Malang menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan
tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diterjemahkan ke dalam bentuk
program operasional yang bekerja secara sistematis di lapangan. Dinas
Pendidikan tidak hanya berperan sebagai perumus kebijakan, tetapi juga
sebagai aktor yang menggerakkan mekanisme penanganan melalui sistem
kerja yang terintegrasi. Dalam konteks ini, Saber ATS menjadi instrumen
utama yang menghubungkan proses pendataan, verifikasi, hingga
penjangkauan langsung terhadap anak yang tidak lagi mengakses pendidikan

formal. Implementasi program ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan

8 Dispendik Kab. Malang, ‘Inovasi SABER ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah’.
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jaringan kerja lintas sektor yang mencakup sekolah, pemerintah desa,
kecamatan, serta unsur masyarakat, sehingga penanganan ATS tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga sosial dan partisipatif. Dengan demikian,
implementasi strategi ini dapat dilihat sebagai upaya konkret dalam
menerjemahkan kebijakan pendidikan ke dalam tindakan nyata yang
berorientasi pada pemulihan akses pendidikan anak.
a. Implementasi Saber ATS sebagai sistem utama penanganan Anak Tidak
Sekolah

Implementasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di
Kabupaten Malang menunjukkan bahwa Saber ATS (Sapu Bersih Anak
Tidak Sekolah) menjadi instrumen utama yang mengubah pola kerja Dinas
Pendidikan dari sekadar pendataan administratif menuju sistem penanganan
berbasis data dan intervensi lapangan. Program ini tidak hanya diposisikan
sebagai kegiatan teknis, tetapi sebagai kerangka kerja yang menghubungkan
proses identifikasi, verifikasi, hingga penanganan langsung terhadap anak
yang tidak lagi mengakses pendidikan formal.

Ibu Muthoharoh menjelaskan bahwa perubahan pendekatan ini muncul
setelah data ATS menunjukkan angka yang cukup tinggi:

“Sebelum ada program Saber ATS ini, kami belum terlalu fokus pada

penanganan ATS secara khusus. Setelah datanya terkumpul dan

ternyata cukup tinggi, akhirnya kami mengadakan rapat bersama untuk

merumuskan strategi.””

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Saber ATS lahir dari kebutuhan

empiris yang berbasis pada temuan data, bukan sekadar instruksi kebijakan.

7 Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 09.00.
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Hal ini diperkuat oleh Ibu Dewi Ruhillah yang menegaskan bahwa seluruh
proses implementasi selalu dimulai dari data Dashboard ATS:

“Proses perencanaan biasanya diawali dengan melihat data ATS dari
Dashboard. Setelah itu kami membahas bersama untuk menentukan
langkah yang sesuai di lapangan.”®

Sementara itu, pengadministrasi menambahkan bahwa keberjalanan
program tidak dapat dilepaskan dari dukungan administrasi yang memastikan
seluruh proses terdokumentasi dengan baik: “Kami membantu menyiapkan

data, surat, laporan, serta berbagai kebutuhan administrasi selama

pelaksanaan program berlangsung.”®!

Keterhubungan tiga pernyataan ini menunjukkan bahwa Saber ATS
bekerja melalui tiga lapisan utama yang saling menopang, yaitu sistem data
digital, koordinasi kelembagaan, dan dukungan administratif. Integrasi ini
menjadikan Saber ATS tidak hanya sebagai program intervensi, tetapi sebagai

sistem kerja yang terstruktur dari hulu ke hilir.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA SATUAX TUGAS SAPU BERSITH ANAK TIDAK SEKOLAN
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Gambar 4.3 Susunan Keanggotaan SABER ATS

80 Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026
pukul 11.00.

81 Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 14.00.
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Dalam praktiknya, Dashboard ATS menjadi pintu masuk utama dalam
menentukan prioritas wilayah dan kasus. Data yang muncul kemudian tidak
langsung diperlakukan sebagai kebenaran final, tetapi diverifikasi ulang
melalui sekolah dan pemerintah desa.

Berdasarkan dokumen inovasi SABER ATS, pelaksanaan program
dilakukan melalui pembentukan Tim SABER ATS mulai tingkat kabupaten,
kecamatan, hingga desa. Tim tersebut bertugas melakukan pelacakan,
validasi, dan pendampingan terhadap ATS agar dapat kembali memperoleh
layanan pendidikan. Seluruh proses didukung melalui SIM SABER ATS
yang digunakan untuk pendataan, validasi, dan pemantauan secara real-time.

Sistem ini menunjukkan bahwa Saber ATS tidak hanya bekerja pada
level implementasi kebijakan, tetapi juga membangun mekanisme kontrol
terhadap kualitas data itu sendiri. Validasi berlapis ini menjadi penting karena
data ATS bersifat dinamis, dipengaruhi oleh mobilitas penduduk dan
perubahan status sosial anak.

Pada tahap ini, Saber ATS tidak hanya berfungsi sebagai alat
pendataan, tetapi juga sebagai instrumen pemetaan sosial pendidikan. Setiap
data yang masuk tidak hanya merepresentasikan angka, tetapi juga kondisi
sosial tertentu yang harus ditindaklanjuti secara berbeda. Hal ini menjadikan
implementasi program lebih kompleks dibanding sekadar pengumpulan data
statistik.

Selain itu, pendekatan berbasis data ini memperlihatkan adanya
pergeseran cara kerja birokrasi pendidikan yang sebelumnya cenderung

administratif menjadi lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Saber ATS
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menjadi pintu masuk bagi perubahan tersebut, meskipun dalam praktiknya
masih sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar lembaga.
b. Kolaborasi lintas sektor sebagai mekanisme operasional Saber ATS
Implementasi Saber ATS memperlihatkan bahwa penanganan ATS
tidak dapat dijalankan secara tunggal oleh Dinas Pendidikan, melainkan
membutuhkan jaringan kolaborasi yang melibatkan sekolah, pemerintah desa,
kecamatan, hingga masyarakat. Kolaborasi ini menjadi tulang punggung
dalam proses verifikasi dan penjangkauan anak yang tidak bersekolah.
Ibu Muthoharoh menegaskan bahwa:
“Kami bekerja sama dengan pihak sekolah, kecamatan, desa, PKBM,
tokoh masyarakat, bahkan RT dan RW. Mereka membantu dalam
proses verifikasi data dan pendekatan kepada keluarga ATS.”%?
Pernyataan ini menunjukkan bahwa implementasi Saber ATS bergerak
dalam pola kerja multi-aktor yang tidak hanya formal, tetapi juga sosial. Hal
ini diperkuat oleh Kasi PAUD yang menekankan bahwa setiap pihak
memiliki fungsi berbeda sesuai posisi dan kewenangannya:
“Kerja sama dilakukan dengan banyak pihak karena masing-masing
memiliki peran sesuai kewenangannya, mulai dari sekolah sampai
tokoh masyarakat.”%3

Pengadministrasi menambahkan bahwa masyarakat sering menjadi

sumber informasi awal yang sangat penting dalam proses identifikasi ATS:

82 Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 09.00.

8 Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026
pukul 11.00.
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“Masyarakat dan tokoh lingkungan sering membantu memberikan informasi
terkait kondisi anak yang tidak bersekolah.”%*

Keterhubungan ini menunjukkan bahwa Saber ATS tidak hanya bekerja
dalam struktur birokrasi formal, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial
sebagai sumber data dan jalur intervensi. Sekolah berperan sebagai deteksi

awal, pemerintah desa sebagai penghubung sosial, dan tokoh masyarakat

sebagai akses langsung ke keluarga.

Gmbar 4.4 Kordinasi Penanganan ATS tingkat Kecamatan Bersama DPRD
Kab. Malang

Dalam banyak kasus, validasi data tidak dapat diselesaikan hanya
melalui sistem digital karena terdapat ketidaksesuaian antara data Dashboard
dengan kondisi nyata di lapangan. Anak yang berpindah domisili, bekerja,
atau tidak terjangkau oleh sistem administrasi menjadi tantangan utama
dalam proses verifikasi. Oleh karena itu, pendekatan sosial menjadi elemen

penting dalam keberhasilan implementasi Saber ATS.

8 Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 14.00.
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Kolaborasi ini juga memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan
pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial masyarakat. Semakin
kuat relasi antaraktor lokal, semakin tinggi peluang keberhasilan dalam
menemukan dan menjangkau ATS yang sebelumnya tidak terdata. Selain itu,
pola kolaborasi ini menciptakan distribusi tanggung jawab yang lebih luas,
sehingga penanganan ATS tidak sepenuhnya menjadi beban Dinas
Pendidikan. Namun demikian, efektivitas kolaborasi ini sangat bergantung
pada tingkat kepedulian masing-masing aktor di lapangan, yang dalam
beberapa kasus masih belum merata.

c. Penjangkauan dan reintegrasi anak tidak sekolah melalui mekanisme Saber
ATS

Implementasi Saber ATS tidak berhenti pada proses pendataan dan
verifikasi, tetapi juga mencakup upaya penjangkauan dan pengembalian anak
ke dalam sistem pendidikan. Pendekatan yang digunakan bersifat adaptif,
disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta usia anak yang menjadi
sasaran program.

Ibu Muthoharoh menjelaskan bahwa:

“Kalau penyebabnya faktor ekonomi dan masih usia sekolah, kami

upayakan kembali ke sekolah dengan bantuan beasiswa. Kalau sudah

tidak usia sekolah, kami arahkan ke program kesetaraan.”%’

Hal ini diperkuat oleh Kasi PAUD yang menegaskan bahwa jalur

pendidikan disesuaikan dengan kondisi individu:

85 Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 09.00.
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“Anak yang masih memungkinkan kembali ke sekolah formal akan
didorong, sedangkan yang tidak memungkinkan diarahkan ke
pendidikan kesetaraan melalui PK BM.”8¢

Pengadministrasi menambahkan bahwa proses tersebut didukung oleh
pengelolaan administrasi yang memastikan anak dapat kembali tercatat dalam
sistem pendidikan: “Kami menyiapkan dokumen dan laporan untuk
mendukung proses penyaluran kembali anak ke layanan pendidikan.”®’

Berdasarkan paparan diatas Saber ATS tidak hanya berfungsi sebagai
alat identifikasi, tetapi juga sebagai mekanisme reintegrasi pendidikan.
Program ini bekerja dengan dua jalur utama, yaitu pengembalian ke
pendidikan formal melalui dukungan bantuan, dan pengalihan ke pendidikan
nonformal melalui PKBM.

Proses reintegrasi ini dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh kondisi
sosial ekonomi keluarga. Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
cenderung lebih responsif terhadap bantuan pendidikan, sedangkan anak yang
sudah bekerja atau memiliki pengalaman putus sekolah yang lama lebih sulit
untuk kembali ke sistem formal.

Selain itu, faktor motivasi individu juga menjadi variabel penting dalam
keberhasilan reintegrasi. Tidak sedikit kasus di mana anak menolak kembali

ke sekolah karena sudah merasa nyaman dengan aktivitas kerja atau

lingkungan sosial di luar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan

8 Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei
2026 pukul 11.00.

87 Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 14.00.
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ATS tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga aspek psikologis
yang lebih dalam.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Saber ATS berfungsi sebagai
jembatan transisi antara anak yang terputus dari pendidikan dan sistem
pendidikan formal maupun nonformal. Namun jembatan ini tidak selalu
bekerja secara otomatis, melainkan membutuhkan dorongan kebijakan
lanjutan berupa bantuan pendidikan, pendampingan sosial, serta keterlibatan
keluarga.

Pada titik ini, implementasi Saber ATS menunjukkan bahwa
keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menemukan
ATS, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keberlanjutan proses pendidikan
setelah anak kembali teridentifikasi. Tanpa dukungan lanjutan, proses
reintegrasi berpotensi hanya bersifat sementara.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten

Malang dalam Menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) Tingkat SMP

Implementasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui
program Saber ATS memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan
tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh bagaimana
program tersebut berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat, kapasitas
kelembagaan, serta kualitas sistem data yang digunakan. Penanganan ATS
pada tingkat SMP memiliki kompleksitas tersendiri karena berada pada fase
usia transisi yang sangat dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sosial, dan

kondisi ekonomi. Oleh karena itu, faktor pendukung dan penghambat menjadi
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elemen penting dalam membaca keberhasilan implementasi kebijakan ini di
tingkat daerah.
a. Faktor Pendukung Implementasi Saber ATS
Faktor pendukung utama dalam implementasi Saber ATS terletak
pada kuatnya sinergi antar aktor pendidikan yang terlibat dalam proses
penanganan ATS. Sinergi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
melibatkan dimensi sosial yang memungkinkan proses penjangkauan
berjalan lebih efektif di tingkat akar rumput. Keterlibatan berbagai pihak
seperti sekolah, pemerintah desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat
menciptakan jejaring kerja yang memperluas jangkauan intervensi
kebijakan.
Hal ini ditegaskan oleh Ibu Muthoharoh yang menyatakan:
“Sinergi semua pihak itu penting, mulai dari pemerintah pusat,
daerah, kecamatan, desa, sekolah, orang tua, sampai anaknya sendiri.
Tokoh masyarakat juga sangat penting karena biasanya lebih
didengar oleh masyarakat dibandingkan kami dari dinas.”*®
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
tidak hanya bergantung pada struktur formal pemerintahan, tetapi juga pada
legitimasi sosial yang dimiliki oleh aktor lokal. Tokoh masyarakat berfungsi
sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan keluarga ATS, sehingga
proses pendekatan menjadi lebih diterima. Dalam konteks kebijakan publik,
kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sangat ditentukan

oleh kapasitas aktor non-formal dalam memperkuat penerimaan kebijakan di

masyarakat.

8 Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 09.00.
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Selain aspek sosial, faktor pendukung lain yang sangat penting adalah
kualitas data yang digunakan dalam proses penanganan ATS. Data menjadi
dasar utama dalam menentukan prioritas intervensi, wilayah sasaran, serta
bentuk penanganan yang diberikan kepada anak. Hal ini diperkuat oleh
pernyataan Ibu Nila Mayasari: “Yang paling mendukung itu data yang akurat
dan kerja sama antarinstansi.”®

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem data tidak hanya berfungsi
sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam
pengambilan keputusan. Akurasi data memungkinkan dinas untuk
memetakan kasus ATS secara lebih tepat, sehingga intervensi dapat dilakukan
secara lebih terarah. Dalam konteks tata kelola pendidikan, kualitas data
menjadi indikator penting dalam menentukan efektivitas kebijakan berbasis
bukti (evidence-based policy).”

Ibu Dewi Ruhillah juga menambahkan bahwa keberhasilan program
sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh unsur pendidikan dan masyarakat.
“Faktor yang paling mendukung adalah sinergi antara pemerintah, sekolah,
masyarakat, dan keluarga.”!

Pernyataan ini memperkuat bahwa penanganan ATS tidak dapat

dipisahkan dari peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama.

Tanpa dukungan keluarga, upaya intervensi dari pemerintah dan sekolah akan

8 Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 14.00.

% Nur Hidayat, ‘Penerapan Evidence Based Policy Dalam Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar The Implementation
of Evidence-Based Policy in Population Administration Service Innovation at the Department of
Population and Civil Registration of Makassar City’ (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2016),
! Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei
2026 pukul 11.00.
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sulit mencapai hasil optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan
program sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan formal dan

dukungan sosial di tingkat mikro.

Gambar 4.5 Sosialisasi Penanganan ATS oleh Dinas

Berdasarkan dokumen inovasi SABER ATS, jumlah ATS di Kabupaten
Malang berhasil diturunkan dari 19.443 anak menjadi 17.118 anak atau
mengalami penurunan sebesar 11,96%. Penurunan juga terjadi pada kategori
Drop Out (DO) sebesar 23,26%, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebesar
11,62%, dan Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebesar 7,89%.°%

Analisis dari keseluruhan data menunjukkan bahwa faktor pendukung
utama implementasi Saber ATS berada pada dua dimensi, yaitu dimensi
kelembagaan dan dimensi sosial. Dimensi kelembagaan tercermin dari sistem
data dan koordinasi antarinstansi, sedangkan dimensi sosial tercermin dari
peran tokoh masyarakat dan keluarga. Kedua dimensi ini saling memperkuat
dalam menciptakan ekosistem penanganan ATS yang lebih responsif dan

adaptif terhadap kondisi lapangan.

%2 Dispendik Kab. Malang, ‘Inovasi SABER ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah’.
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b. Faktor Penghambat Implementasi Saber ATS

Implementasi Saber ATS juga menghadapi sejumlah hambatan yang
bersifat multidimensional, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun
administratif. Hambatan ini menunjukkan bahwa penanganan ATS tidak
hanya berkaitan dengan kebijakan pendidikan, tetapi juga terkait dengan
kondisi struktural masyarakat yang lebih luas.

Hambatan pertama terlihat dari rendahnya motivasi anak untuk kembali
melanjutkan pendidikan. Dalam banyak kasus, anak yang sudah putus
sekolah cenderung memilih bekerja atau terlibat dalam aktivitas ekonomi
keluarga, sehingga pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama. Hal ini
disampaikan oleh Kasi PAUD:

“Kendala biasanya berasal dari faktor ekonomi dan rendahnya motivasi
anak untuk kembali bersekolah. Ada juga yang sudah bekerja.”®?

Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya
berfungsi sebagai penyebab awal putus sekolah, tetapi juga memperkuat
keputusan anak untuk tidak kembali ke pendidikan formal. Dalam konteks
ini, pendidikan berada dalam posisi subordinat terhadap kebutuhan ekonomi
jangka pendek keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tantangan
struktural dalam upaya mengembalikan anak ke sistem pendidikan.

Hambatan berikutnya berasal dari lingkungan keluarga yang kurang
memberikan dukungan terhadap pendidikan anak. Dukungan keluarga
menjadi faktor determinan dalam keberhasilan program karena keputusan

untuk kembali bersekolah sangat dipengaruhi oleh orang tua. Kasi SMP

% Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei
2026 pukul 11.00.
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menjelaskan kondisi tersebut: “Ada anak yang memang sudah tidak mau
sekolah lagi, dan ada orang tua yang kurang mendukung pendidikan anak.””*
Pernyataan ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya berperan
sebagai pendukung, tetapi juga dapat menjadi faktor penghambat apabila
tidak memiliki kesadaran pendidikan yang memadai. Dalam konteks
kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa intervensi pendidikan tidak dapat
hanya menyasar anak, tetapi juga harus menyentuh pola pikir keluarga.
Selain faktor sosial, hambatan juga muncul dari aspek administratif,
khususnya terkait validitas data ATS. Mobilitas penduduk yang tinggi
menyebabkan sebagian data tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Hal ini dijelaskan oleh pengadministrasi: “Kadang ada anak yang sudah

pindah domisili tetapi masih tercatat dalam sistem.”””

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data administratif
dan realitas sosial di lapangan. Ketidaksesuaian data dapat menghambat
proses verifikasi dan menyebabkan penanganan menjadi kurang tepat
sasaran. Dalam konteks implementasi kebijakan berbasis data, masalah ini
menunjukkan perlunya sistem pendataan yang lebih dinamis dan terintegrasi
dengan kondisi real time di masyarakat. Lebih lanjut Dinas Pendidikan Kab.
Malang juga selalu melakukan evaluasi secara bertahap terhadap kinerja yg

telah dilakukan.

%4 Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 09.00.
% Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12
Mei 2026 pukul 11.00.
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Gambar 4.6 Rapat Evaluasi Triwulan Dinas Pendidikan Kab. Malang

Analisis dari seluruh temuan menunjukkan bahwa hambatan
implementasi Saber ATS tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara
faktor ekonomi, sosial, dan teknis. Faktor ekonomi mempengaruhi motivasi
anak, faktor sosial menentukan dukungan keluarga, sedangkan faktor teknis
mempengaruhi akurasi intervensi kebijakan. Kombinasi ketiga faktor ini
menjadikan penanganan ATS sebagai isu yang kompleks dan membutuhkan

pendekatan lintas sektor yang lebih kuat.

C. Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan informan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang serta didukung oleh dokumentasi,
peneliti mengidentifikasi bahwa strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

menunjukkan adanya pola kerja terstruktur, sebagai berikut:
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Tabel 4. 1 Hasil Temuan Penelitian

Fokus Penelitian

Temuan Penelitian

Perencanaan strategi Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang
dalam menangani ATS tingkat

SMP

- Pemetaan data ATS melalui
Dashboard Kemendikdasmen

- Verifikasi data oleh sekolah,
kecamatan, dan desa

- Rapat koordinasi lintas bidang
Dinas Pendidikan

- Perumusan strategi berbasis
program Saber ATS

- Mengacu pada Permendikbud dan

juknis pemerintah pusat

Implementasi strategi Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang
dalam menangani ATS tingkat

SMP

- Pelaksanaan program Saber ATS
(pendataan, verifikasi,
penjangkauan, pengembalian)

- Keterlibatan sekolah, desa,
kecamatan, PKBM, dan tokoh
masyarakat- Penarikan kembali
ATS ke sekolah formal

- Pengarahan ke pendidikan
kesetaraan bagi kasus tertentu

- Sosialisasi pentingnya pendidikan

kepada masyarakat

Faktor pendukung dan
penghambat strategi Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang
dalam menangani ATS tingkat

SMP

Pendukung:
- Sinergi antar instansi pendidikan
dan pemerintah daerah
- Peran tokoh masyarakat dalam
penjangkauan ATS
- Sistem data Dashboard ATS yang
terintegrasi

Penghambat:
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Rendahnya motivasi anak untuk
kembali sekolah

Kurangnya dukungan orang tua
Faktor ekonomi keluarga

Ketidaksesuaian data dan mobilitas

penduduk
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BAB YV
PEMBAHASAN

A. Perencanaan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam
Menangani ATS Tingkat SMP

Perencanaan strategi menjadi tahapan awal yang menentukan arah kebijakan
penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa penyusunan strategi diawali dengan proses identifikasi
masalah melalui pemetaan data ATS yang diperoleh dari sistem pendataan. Data
tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk mengetahui tingkat sebaran,
jumlah, dan karakteristik ATS sehingga masalah yang sebelumnya bersifat umum
dapat dipetakan secara lebih spesifik. Kejelasan data inilah yang kemudian
mendorong lahirnya berbagai langkah perencanaan dalam penanganan ATS.

Perspektif Fred R. David menjelaskan bahwa perumusan strategi (strategy
formulation) merupakan proses penentuan tujuan organisasi yang diawali dengan
identifikasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi.’® Temuan penelitian
memperlihatkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah menjalankan
tahapan tersebut melalui proses pengumpulan dan analisis data sebelum
menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan. Keputusan untuk menjadikan
ATS sebagai program prioritas tidak muncul secara spontan, melainkan lahir dari
pembacaan terhadap kondisi nyata yang ditemukan melalui proses pendataan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang disusun memiliki dasar empiris yang

jelas sehingga arah kebijakan yang dihasilkan lebih terukur.

% David, Strategic Management Concepts and Cases (Prentice hall, 2011).
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Data ATS tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga
menjadi instrumen yang membentuk cara pandang pemerintah terhadap persoalan
pendidikan. Sebelum data dihimpun secara sistematis, ATS cenderung dipahami
sebagai kasus-kasus yang berdiri sendiri dan tersebar di berbagai wilayah. Setelah
data terkonsolidasi, persoalan tersebut mulai terlihat sebagai masalah struktural
yang memerlukan penanganan secara khusus. Perubahan cara pandang ini penting
karena menentukan bagaimana pemerintah menetapkan prioritas kebijakan.
Masalah yang dapat dipetakan secara jelas cenderung lebih mudah memperoleh
perhatian dibandingkan masalah yang tidak memiliki dukungan data yang
memadai.

Proses perencanaan yang ditemukan dalam penelitian ini juga menunjukkan
pentingnya koordinasi antarbidang dalam penyusunan kebijakan. Penanganan ATS
tidak dirumuskan oleh satu bidang secara mandiri, melainkan melalui pembahasan
bersama yang melibatkan beberapa unsur dalam Dinas Pendidikan. Mekanisme
tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ATS dipahami sebagai masalah yang
kompleks sehingga membutuhkan berbagai sudut pandang dalam proses
penyelesaiannya. Setiap bidang memiliki peran untuk memberikan informasi dan
pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga keputusan yang
dihasilkan tidak hanya berangkat dari satu perspektif.

Karakteristik perencanaan seperti ini sejalan dengan pandangan Fred R.
David yang menempatkan koordinasi organisasi sebagai salah satu unsur penting
dalam perumusan strategi. Strategi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan

membaca masalah, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun
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kesepahaman mengenai langkah yang akan ditempuh.”” Kesepahaman tersebut
menjadi penting karena implementasi kebijakan nantinya akan melibatkan berbagai
pihak yang harus bekerja dalam tujuan yang sama.

Perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang memperlihatkan
adanya kecenderungan penggunaan pendekatan berbasis data (evidence-based
planning). Pendekatan ini memungkinkan kebijakan disusun berdasarkan kondisi
riil yang terjadi di lapangan. Ketepatan sasaran menjadi lebih mudah dicapai karena
pemerintah memiliki informasi yang cukup mengenai kelompok yang
membutuhkan intervensi. Risiko kesalahan dalam menentukan prioritas program
juga dapat diminimalkan karena keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan
pada asumsi atau perkiraan.

Perspektif Islam memandang proses perencanaan tersebut sebagai bagian dari
tanggung jawab pemimpin dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan
masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang memiliki kedudukan
penting dalam ajaran Islam.”® Kewajiban menuntut ilmu menunjukkan bahwa setiap
individu berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dirinya
melalui pendidikan. Upaya pemerintah memetakan dan mengidentifikasi ATS
dapat dipahami sebagai langkah awal untuk memastikan hak tersebut tetap terjaga.

Konsep al-mas'uliyyah atau tanggung jawab kepemimpinan juga terlihat
dalam proses perencanaan yang dilakukan. Perhatian terhadap tingginya angka

ATS menunjukkan adanya kesadaran pemerintah daerah untuk mengenali

o7 Siti Nur A’isyah et al., ‘Membaca Kritis: Bagaimana Mengidentifikasi Informasi Yang Akurat’,
PIJAR:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Pengajaran 3, mno. 2  (2025): 187-98,
https://doi.org/10.58540/pijar.v3i2.795.

% Al Mujib et al., ‘Analisis Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional’,
Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal) 6, no. 2 (2025): 735—
39, https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i2.967.
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persoalan yang dihadapi masyarakat sebelum menentukan kebijakan yang akan
diambil. Kesadaran tersebut menjadi bagian penting dari amanah kepemimpinan
karena kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari pemahaman yang memadai
terhadap kebutuhan masyarakat.

Makna perencanaan tidak berhenti pada penyusunan program, tetapi juga
berkaitan dengan upaya mencegah munculnya persoalan yang lebih besar di masa
depan. QS. An-Nisa ayat 9 mengingatkan pentingnya menjaga agar tidak lahir
generasi yang lemah.”” Fenomena ATS berpotensi melahirkan berbagai dampak
sosial seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kesempatan
kerja, dan meningkatnya kerentanan ekonomi. Identifikasi serta pemetaan ATS
yang dilakukan sejak awal menunjukkan adanya langkah preventif untuk
mengantisipasi berbagai risiko tersebut melalui kebijakan pendidikan yang lebih
terarah.

Prinsip keadilan yang terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 90 juga tercermin
dalam proses perencanaan ini. Data ATS memberikan gambaran mengenai
kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang
lebih berpihak kepada kelompok rentan sehingga kesempatan memperoleh
pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata. Perencanaan yang didasarkan pada
kebutuhan nyata masyarakat menunjukkan upaya menghadirkan keadilan dalam

pelayanan pendidikan.

9 Mencetak Generasi Qur’ani yang Berkarakter dan Berintegritas: Kajian Teks dalam Surat An-
Nisa’ Ayat 9 di Era Digital | Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya, n.d., accessed
13 June 2026, https://ejournal.undar.or.id/index.php/sumbula/article/view/1047.
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Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategi penanganan
ATS di Kabupaten Malang telah mencerminkan tahapan perumusan strategi
sebagaimana dijelaskan oleh Fred R. David. Identifikasi masalah, analisis data,
koordinasi antarbidang, dan penentuan arah kebijakan menjadi bagian yang saling
berkaitan dalam proses tersebut. Nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya
pendidikan, tanggung jawab kepemimpinan, perlindungan terhadap generasi, serta
keadilan sosial turut memberikan landasan normatif terhadap kebijakan yang
dirumuskan. Perencanaan yang matang menjadi faktor penting karena menentukan

efektivitas langkah-langkah penanganan ATS pada tahap berikutnya.

B. Implementasi Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam
Menangani ATS Tingkat SMP

Implementasi merupakan tahap yang menentukan berhasil atau tidaknya
sebuah strategi. Fred R. David menjelaskan bahwa strategi yang telah dirumuskan
hanya akan menjadi dokumen administratif apabila tidak diterjemahkan ke dalam
tindakan operasional yang nyata.!°’ Oleh karena itu, implementasi memiliki posisi
sentral karena menjadi jembatan antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang
ingin dicapai. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi strategi penanganan
ATS di Kabupaten Malang diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi Saber ATS,
pelaksanaan penjangkauan langsung kepada anak tidak sekolah, serta pemberian
fasilitasi pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi yang
dijalankan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memiliki karakteristik berbasis

data (data-driven policy). Hal ini terlihat dari posisi Saber ATS yang menjadi

10 David, Strategic Management Concepts and Cases (Prentice hall, 2011).
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instrumen utama dalam seluruh proses penanganan. Data tidak hanya digunakan
sebagai alat pendataan, tetapi menjadi dasar dalam menentukan sasaran, menyusun
prioritas, serta mengarahkan tindakan lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan
adanya perubahan paradigma birokrasi pendidikan dari pola kerja yang bersifat
administratif menuju pola kerja yang lebih responsif terhadap realitas sosial.
Keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi bertumpu pada asumsi atau perkiraan,
melainkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam sistem.

Perspektif Fred R. David menegaskan bahwa implementasi strategi yang
efektif mensyaratkan adanya keselarasan antara tujuan organisasi, sumber daya, dan
mekanisme pelaksanaan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Dinas
Pendidikan telah berupaya membangun keselarasan tersebut melalui integrasi
antara teknologi informasi, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor.
Keberadaan Saber ATS menyediakan data yang diperlukan, sementara proses
penjangkauan lapangan menjadi sarana untuk memverifikasi sekaligus
menindaklanjuti informasi yang tersedia. Hubungan antara kedua komponen ini
menunjukkan bahwa implementasi strategi tidak berjalan secara parsial, melainkan
saling terhubung dalam satu sistem kerja yang berkelanjutan.

Aspek menarik dari implementasi strategi ini adalah munculnya pendekatan
yang lebih proaktif dalam pelayanan pendidikan. Sebelum adanya sistem
penanganan yang terintegrasi, anak yang putus sekolah umumnya baru diketahui
setelah berada cukup lama di luar satuan pendidikan. Situasi tersebut menyebabkan

pemerintah sering berada pada posisi menunggu laporan dari sekolah atau
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masyarakat.!’! Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut mulai
berubah karena pemerintah berupaya mendatangi dan menemukan ATS melalui
data yang tersedia. Pergeseran ini menunjukkan bahwa implementasi strategi tidak
hanya berorientasi pada penyelesaian masalah yang sudah terjadi, tetapi juga
mengarah pada upaya deteksi dan penanganan yang lebih dini.

Meskipun demikian, implementasi strategi tidak dapat dilepaskan dari
berbagai tantangan yang menyertainya. Data ATS yang tersedia dalam sistem tidak
selalu menggambarkan kondisi riil di lapangan secara utuh. Beberapa anak yang
tercatat sebagai ATS terkadang telah berpindah domisili, bekerja, menikah, atau
sulit ditemukan keberadaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ATS
bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan
dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Akibatnya, keberhasilan
implementasi strategi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem informasi, tetapi
juga oleh kemampuan pelaksana dalam memahami kompleksitas kondisi lapangan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi strategi penanganan
ATS pada dasarnya bergerak dalam dua dimensi sekaligus. Dimensi pertama adalah
dimensi administratif yang berfokus pada pendataan, pemantauan, dan pengelolaan
informasi. Dimensi kedua adalah dimensi sosial yang berkaitan dengan proses
membangun komunikasi, memberikan pendampingan, serta meyakinkan keluarga
agar anak kembali memperoleh layanan pendidikan. Kedua dimensi ini tidak dapat
dipisahkan karena data yang akurat tidak akan menghasilkan perubahan apabila

tidak diikuti dengan pendekatan sosial yang memadai.

101 Lennanda Sandhopa, ‘Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Bandung Jaya Kecamatan

Kabawetan Kabupaten Kepahiang’ (diploma, TAIN BENGKULLU, 2019),
http://repository.iainbengkulu.ac.id/3436/.
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Perspektif Islam memberikan kerangka yang lebih luas dalam memahami
implementasi strategi tersebut. Pendidikan dalam Islam tidak hanya dipandang
sebagai kebutuhan individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif yang harus
dijamin keberlangsungannya.'®> Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu
menunjukkan bahwa akses pendidikan merupakan hak yang harus diperoleh setiap
anak. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk
menemukan dan mengembalikan ATS ke dalam sistem pendidikan dapat dipahami
sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sosial dalam menjaga keberlangsungan
proses pencarian ilmu.

Konsep al-mas'uliyyah atau tanggung jawab kepemimpinan juga tampak kuat
dalam implementasi strategi ini. Dinas Pendidikan tidak hanya menjalankan fungsi
administratif sebagai penyelenggara layanan pendidikan, tetapi juga menjalankan
fungsi sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan masyarakat
memperoleh hak pendidikannya. Langkah penjangkauan langsung kepada ATS
menunjukkan bahwa pemerintah berusaha hadir secara aktif dalam menyelesaikan
persoalan yang dihadapi masyarakat. Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip
kepemimpinan Islam yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan dan
penanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Implementasi strategi ini juga dapat dipahami sebagai bentuk upaya
mencegah lahirnya generasi yang lemah sebagaimana termaktub dalam QS. An-
Nisa ayat 9. Putus sekolah berpotensi melahirkan berbagai persoalan lanjutan
seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kerentanan

ekonomi, serta terbatasnya peluang mobilitas sosial di masa depan. Oleh sebab itu,

102 Mifthahul Jannah and Meyniar Albina, ‘Hakikat Masyarakat Dan Implikasinya Dalam Filsafat
Pendidikan Islam’, Aksi Kolektif: Jurnal Pengabdian 1, no. 2 (2025): 39—49.
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setiap upaya untuk mengembalikan anak ke dalam layanan pendidikan pada
hakikatnya merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas
generasi. Penanganan ATS tidak hanya menyelesaikan persoalan pendidikan saat
ini, tetapi juga mencegah munculnya berbagai masalah sosial pada masa yang akan
datang.

Prinsip keadilan sosial dalam QS. An-Nahl ayat 90 juga tercermin dalam
implementasi strategi yang dilakukan. Kehadiran program penanganan ATS
menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah kepada kelompok yang rentan
kehilangan akses pendidikan. Anak-anak yang sebelumnya berada di luar sistem
pendidikan diberikan kesempatan untuk kembali memperoleh hak yang sama
sebagaimana anak-anak lainnya. Dengan demikian, implementasi strategi tidak
hanya berorientasi pada pencapaian target administratif berupa penurunan angka
ATS, tetapi juga mengandung misi yang lebih substantif, yaitu mewujudkan
pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi strategi penanganan ATS di
Kabupaten Malang menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya
ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi
dalam menerjemahkan rencana menjadi tindakan nyata yang menyentuh kebutuhan
masyarakat. Implementasi yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi,
penjangkauan sosial, dan fasilitasi pendidikan memperlihatkan adanya upaya untuk

membangun layanan pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.
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C. Faktor Pendukung, Penghambat, dan Evaluasi Strategi Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang dalam Menangani ATS Tingkat SMP

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus strategi karena

menentukan sejauh mana program yang telah dijalankan mampu mencapai tujuan

yang ditetapkan.'®

Perspektif strategi yang dikemukakan Fred R. David
menempatkan evaluasi sebagai fase akhir yang berfungsi mengukur keberhasilan
implementasi sekaligus menemukan berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki
pada periode berikutnya. Pada konteks penanganan ATS di Kabupaten Malang,
evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif untuk menyusun
laporan, tetapi menjadi instrumen pengendalian kebijakan agar program yang telah
dilaksanakan benar-benar menghasilkan penurunan jumlah anak yang tidak
bersekolah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan melalui
pemantauan data ATS secara berkala, rapat koordinasi antarbidang, serta verifikasi
terhadap perkembangan anak yang telah mendapatkan intervensi program.
Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak berhenti pada pengukuran
jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan diarahkan untuk mengetahui dampak
nyata dari strategi yang telah diterapkan. Fokus evaluasi yang bertumpu pada
perubahan data ATS memperlihatkan bahwa keberhasilan program diukur melalui
indikator yang konkret dan dapat diverifikasi.

Perspektif Fred R. David menjelaskan bahwa evaluasi strategi harus mampu

menjawab tiga pertanyaan mendasar, yaitu apakah tujuan telah tercapai, apakah

103 Arobi Zulkarnain et al., ‘Optimalisasi Indikator Program Dalam Manajemen Strategi
Pendidikan: Evaluasi, Implementasi, Dan Dampaknya’, Journal of Islamic Education El Madani
5, no. 1 (2025): 47-58, https://doi.org/10.55438/jiee.v5i1.162.
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strategi yang digunakan masih relevan, dan apakah diperlukan tindakan korektif
untuk meningkatkan efektivitas program.!®* Berdasarkan kerangka tersebut,
evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menunjukkan
adanya upaya untuk memastikan bahwa strategi penanganan ATS tidak berjalan
secara statis. Data yang terus diperbarui memungkinkan instansi melihat
perkembangan jumlah ATS dari waktu ke waktu sehingga kebijakan dapat
disesuaikan dengan kondisi lapangan yang terus berubah.

Keberadaan Dashboard ATS menjadi instrumen yang sangat menentukan
dalam proses evaluasi. Sistem tersebut memungkinkan perubahan data dapat
dipantau secara lebih cepat dibandingkan mekanisme pelaporan konvensional.
Anak yang sebelumnya tercatat sebagai ATS dapat diketahui status
perkembangannya setelah mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah. Kondisi
ini menunjukkan bahwa evaluasi telah bergerak ke arah sistem pengawasan
berbasis data yang lebih terukur dan akuntabel.

Karakteristik evaluasi tersebut memperlihatkan kesesuaian dengan konsep
strategi Siagian yang menempatkan pengambilan keputusan sebagai proses
berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan informasi mengenai
keberhasilan program, tetapi juga menjadi dasar bagi lahirnya keputusan-keputusan
baru. Data yang diperoleh dari proses evaluasi kemudian digunakan untuk
menentukan wilayah prioritas, memperbaiki pola pendampingan, serta
mengidentifikasi kelompok ATS yang memerlukan pendekatan khusus. Keputusan

strategis yang diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa proses penanganan

104 David, Strategic Management Concepts and Cases (Prentice hall, 2011).
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ATS berlangsung dalam siklus yang saling berkelanjutan antara perencanaan,
pelaksanaan, dan perbaikan kebijakan.

Kajian ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya
berorientasi pada pengukuran dampak jangka panjang. Fokus evaluasi masih
banyak diarahkan pada perubahan status ATS dan keberhasilan mengembalikan
anak ke satuan pendidikan. Indikator tersebut memang penting karena berkaitan
langsung dengan target program, namun belum cukup untuk menggambarkan
keberhasilan pendidikan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menjadi catatan penting karena persoalan ATS pada
dasarnya tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga keberlanjutan
pendidikan. Faktor ekonomi keluarga, lingkungan sosial, rendahnya motivasi
belajar, hingga budaya kerja pada usia sekolah dapat kembali mendorong anak
keluar dari sistem pendidikan meskipun sebelumnya telah berhasil dikembalikan ke
sekolah. Evaluasi yang hanya berfokus pada jumlah anak yang kembali bersekolah
berpotensi mengabaikan risiko munculnya ATS baru pada masa mendatang.

Perspektif Islam memandang evaluasi sebagai bagian dari tanggung jawab
kepemimpinan (al-mas’uliyyah). Hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ‘an
ra'iyyatihi menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban
atas amanah yang berada di bawah pengelolaannya.'%® Dalam konteks ini, evaluasi
yang dilakukan Dinas Pendidikan bukan sekadar kewajiban birokratis, tetapi
merupakan bentuk pertanggungjawaban moral untuk memastikan hak pendidikan

masyarakat benar-benar terpenuhi. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari

105 Mulyawan Safwandy Nugraha et al., Hadis Manajemen Pendidikan Islam (Pena Langit
Publishing, 2026).
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terselenggaranya kegiatan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu
mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik.

Nilai tanggung jawab tersebut tampak dalam upaya pemantauan
berkelanjutan terhadap data ATS. Tindakan tersebut menunjukkan adanya
kesadaran bahwa masalah pendidikan tidak dapat diselesaikan melalui intervensi
sesaat. Proses pengawasan yang terus dilakukan mencerminkan komitmen
pemerintah daerah dalam memastikan bahwa anak-anak yang telah memperoleh
akses pendidikan tetap berada dalam sistem pendidikan formal. Praktik ini sejalan
dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan publik dalam Islam.

Perspektif pencegahan generasi lemah sebagaimana termuat dalam QS. An-
Nisa ayat 9 juga memberikan landasan yang kuat terhadap pentingnya evaluasi.'%
Ayat tersebut mengandung pesan agar setiap generasi dipersiapkan menjadi
generasi yang kuat dan tidak berada dalam kondisi rentan. Penanganan ATS pada
hakikatnya merupakan upaya mencegah lahirnya generasi yang mengalami
keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan kesempatan hidup.

Keberadaan sistem evaluasi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang telah berupaya menjalankan prinsip pengelolaan
strategi secara sistematis. Evaluasi tidak hanya menghasilkan informasi mengenai
capaian program, tetapi juga menyediakan dasar bagi penyempurnaan kebijakan
pada periode berikutnya. Meskipun demikian, penguatan indikator evaluasi yang
tidak hanya berorientasi pada jumlah ATS, melainkan juga keberlanjutan

pendidikan dan dampak sosial jangka panjang.

106 Mencetak Generasi Qur’ani yang Berkarakter dan Berintegritas.
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D. Bagan Hasil Temuan Penelitian

STRATEGI DINAS PENDIDIKAN KANUPATEN MALANG
DALAM PENANGANAN ANAK TIDAK (ATS) SEKOLAH
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Gambar 5.1 Bagan Temuan Penelitian
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Tingkat Sekolah
Menengah Pertama (SMP), maka dapat ditarik kesimpulan secara komprehensif
sebagai berikut:
1. Perencanaan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani
ATS Tingkat SMP.
Perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang dibangun
di atas kerangka tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven
governance). Dinas Pendidikan mengintegrasikan data makro yang bersumber
dari Dashboard ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk
mengidentifikasi tipologi ATS secara spesifik, baik anak yang putus sekolah
(drop out), belum pernah bersekolah, maupun yang lulus Sekolah Dasar namun
tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Proses perencanaan ini diperkuat melalui
koordinasi kolegial lintas sektor yang intensif, baik secara internal melibatkan
Bidang Pembinaan SMP serta Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat,
maupun eksternal dengan melibatkan pihak sekolah, Pemerintah Desa, dan
Kecamatan demi menyinkronkan data digital pusat dengan realitas faktual di
lapangan.
2. Implementasi Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani

ATS Tingkat SMP.
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Implementasi strategi ini diwujudkan secara konkret melalui inovasi
program Saber ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah) yang diintegrasikan
dengan SIM Saber ATS sebagai instrumen pelacakan. Eksekusi program
menggunakan mekanisme kolaborasi multi-aktor yang melibatkan jajaran
sekolah, perangkat desa, hingga pengurus RT/RW untuk melakukan
pendekatan persuasif secara langsung (door-to-door) ke rumah warga. Proses
pengembalian hak belajar anak diakomodasi melalui dua jalur, yaitu jalur
formal (reintegrasi ke SMP dengan bantuan beasiswa/PIP bagi yang terkendala
biaya) dan jalur non-formal (pengalihan ke PKBM program Paket B bagi anak
yang terkendala usia atau sudah bekerja).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Strategi.

Faktor pendukung utama program ini adalah adanya komitmen sinergis
antara pemerintah daerah dan pusat, keterlibatan aktif tokoh masyarakat/agama
sebagai mediator persuasif, serta tersedianya sistem Dashboard data yang
mempermudah monitoring. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi
kompleksitas masalah internal anak yang sudah nyaman bekerja, rendahnya
kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan, kendala kemiskinan
struktural, serta ketidaksesuaian data di lapangan akibat tingginya mobilitas

atau perpindahan domisili penduduk

B. Saran
Merujuk pada kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang
diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
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Dinas Pendidikan Kabupaten Malang disarankan untuk meningkatkan
sinkronisasi data pada SIM Saber ATS secara real-time dengan
mengoneksikannya langsung pada sistem data Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna
meminimalkan kegagalan pelacakan akibat migrasi penduduk. Selain itu,
alokasi kuota dan ketepatan sasaran bantuan finansial atau beasiswa daerah
perlu terus dioptimalkan secara berkelanjutan guna menjamin rentensi belajar
anak agar tidak mengalami putus sekolah untuk kedua kalinya akibat tekanan
ekonomi. Dinas Pendidikan juga perlu menggandeng Kementerian Agama dan
KUA setempat untuk melakukan sosialisasi edukatif lintas sektoral mengenai
dampak pernikahan dini dan pentingnya pemenuhan wajib belajar 9 tahun guna
mengikis hambatan kultural di masyarakat.

. Bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah dan PKBM).

Pihak SMP formal disarankan membangun mekanisme early warning
system berbasis absensi dan konseling untuk mendeteksi secara dini siswa yang
menunjukkan gejala rentan putus sekolah, sehingga tindakan preventif dapat
segera diambil. Sementara itu, pihak pengelola PKBM diharapkan terus
meningkatkan fleksibilitas ruang belajar serta memperkaya kurikulum berbasis
kecakapan hidup (/ife skills) dan vokasional agar dapat memberi nilai tambah
ekonomi yang realistis bagi anak-anak Paket B yang harus menempuh
pendidikan sambil bekerja.

. Bagi Masyarakat dan Orang Tua.
Kepada masyarakat luas, khususnya pihak orang tua, diharapkan dapat

membangun kesadaran kolektif untuk menempatkan pendidikan anak sebagai
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investasi masa depan yang utama serta berkomitmen memberikan dukungan
moral yang utuh kepada anak. Masyarakat di tingkat RT/RW juga diimbau
untuk lebih peduli dan proaktif memanfaatkan kanal aduan digital yang
tersedia dalam sistem Saber ATS apabila menemui anak usia sekolah yang
tidak bersekolah di lingkungan sekitar mereka.

. Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Mahasiswa MPI diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini
untuk memperdalam kajian mengenai tata kelola dan kepemimpinan
pendidikan, khususnya dalam mengelola program pendidikan non-formal dan
kesetaraan (seperti PKBM). Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk ikut
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya dengan
membantu sosialisasi literasi pendidikan atau menjadi relawan pengajar bagi
anak-anak pasca-reintegrasi, sebagai bentuk nyata penerapan nilai-nilai
dakwah dan amanah kepemimpinan.

. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Mengingat penelitian ini masih terbatas pada analisis manajemen strategi
pemulihan akses atau aspek kuantitas, disarankan untuk memperluas lokus
kajian pada aspek kualitas. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi
efektivitas adaptasi kurikulum bagi mantan ATS, tingkat ketahanan (survival
rate) anak setelah kembali ke sekolah, maupun analisis dampak sosial-ekonomi

jangka panjang dari keberadaan program Saber ATS ini di Kabupaten Malang.
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SMP?

Rumusan Masalah Indikator Pertanyaan
1. Bagaimana perencanaan Proses Bagaimana proses
strategi Dinas Pendidikan perencanaan perencanaan strategi
Kabupaten Malang dalam strategi penanganan ATS di
menangani ATS tingkat Kabupaten Malang?
SMP?
Landasan Apa dasar kebijakan atau
kebijakan regulasi yang digunakan
dalam merumuskan strategi
tersebut?
Mekanisme Bagaimana mekanisme
pendataan ATS | pendataan ATS di tingkat
SMP?
Rencana jangka | Apa rencana jangka panjang
panjang dinas dalam menangani
ATS di jenjang SMP?
2. Bagaimana implementasi Program Program apa saja yang
strategi Dinas Pendidikan penanganan sudah dijalankan untuk
Kabupaten Malang dalam ATS menekan angka ATS di
menangani ATS tingkat jenjang SMP?

Kerja sama dan

Bagaimana bentuk kerja

hambatan

koordinasi sama dengan sekolah,
masyarakat, dan lembaga
lain dalam implementasi
strategi?
Program Apakah ada program khusus
penarikan untuk menarik kembali anak
kembali ATS putus sekolah ke jalur
pendidikan formal atau
kesetaraan?
Dampak Bagaimana dampak program
program terhadap penurunan angka
ATS di Kabupaten Malang?
3. Apa faktor pendukung dan | Faktor Faktor apa yang paling
penghambat strategi Dinas pendukung mendukung keberhasilan
Pendidikan Kabupaten strategi penanganan ATS?
Malang dalam menangani
ATS tingkat SMP?
Faktor Kendala utama apa yang
penghambat dihadapi dalam pelaksanaan
program?
Upaya Bagaimana cara dinas
mengatasi mengatasi hambatan

tersebut?
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Evaluasi Bagaimana evaluasi

program terhadap efektivitas program
penanganan ATS yang
sudah berjalan?

Indikator Apakah ada indikator

keberhasilan keberhasilan yang

digunakan untuk mengukur
capaian strategi?

Data Pendukung Penelitian | Rekomendasi Apa rekomendasi dinas
untuk sekolah dan
masyarakat agar lebih aktif
mencegah anak putus

sekolah?
Pandangan Bagaimana dinas melihat
terhadap peran penelitian akademik
penelitian seperti skripsi ini dalam

mendukung kebijakan
pendidikan?
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Lampiran 5 Transkrip Wawancara

Nama narasumber

: Ibu Muthoharoh, S.M.

Jabatan : Kepala Seksi Kesiswaan SMP
Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Malang
Hari/tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Pukul :09.00 WIB

No | Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1 | Bagaimana proses Jadi sebelum ada program Saber ATS ini,
perencanaan strategi sebenarnya kami belum terlalu fokus pada
penanganan ATS di penanganan ATS secara khusus. Waktu itu fokus
Kabupaten Malang? kami masih pada pendataan dulu, karena kami

perlu mengetahui sebenarnya jumlah ATS di
Kabupaten Malang itu berapa. Setelah
pendataannya selesai dan ternyata prevalensinya
cukup tinggi, akhirnya kami mengadakan rapat
bersama. Semua bidang kami libatkan untuk
merumuskan strategi dan program yang bisa
digunakan untuk menangani ATS ini.

2 | Apa dasar kebijakan Kalau dasar kebijakannya dari Permendikbud.
atau regulasi yang Selain itu juga ada SK dan beberapa petunjuk
digunakan dalam teknis yang menjadi acuan kami dalam
merumuskan strategi menjalankan program. Nanti untuk SK-nya bisa
tersebut? saya fotokan.

3 | Bagaimana mekanisme | Mekanisme pendataannya melalui Dashboard
pendataan ATS di ATS dari Kemendikdasmen. Jadi di Dashboard
tingkat SMP? itu sudah tersedia data ATS mulai dari tingkat

pusat sampai kabupaten dan sekolah. Jadi kami
tidak mendata secara manual, tetapi
menggunakan sistem yang sudah disediakan
oleh kementerian.

4 | Program apa saja yang | Program utama kami namanya Saber ATS atau
sudah dijalankan untuk | Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah.
menekan angka ATS di | Mekanismenya kami bekerja sama dengan
jenjang SMP? kecamatan untuk melakukan verifikasi data.

Dari kecamatan nanti diteruskan ke desa untuk
menggali informasi lebih lanjut terkait anak
yang bersangkutan. Kalau memang penyebabnya
faktor ekonomi dan masih usia sekolah, kami
upayakan kembali ke sekolah dengan bantuan
beasiswa. Kalau sudah tidak usia sekolah, kami
arahkan ke program kesetaraan.
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5 | Bagaimana bentuk Untuk penanganan ATS ini kami tidak bisa
kerja sama dengan berjalan sendiri. Kami bekerja sama dengan
sekolah, masyarakat, pihak sekolah karena sekolah menjadi ujung
dan lembaga lain tombak dalam pendataan dan pemantauan anak
dalam implementasi yang berpotensi putus sekolah. Selain itu kami
strategi? juga berkoordinasi dengan kecamatan, desa,

PKBM, tokoh masyarakat, bahkan RT dan RW.
Mereka membantu kami dalam proses verifikasi
data dan pendekatan kepada keluarga ATS
karena biasanya mereka lebih memahami
kondisi masyarakat setempat.

6 | Apakah ada program Kalau program khusus ya melalui Saber ATS itu
khusus untuk menarik | tadi. Dari kecamatan akan ditindaklanjuti ke
kembali anak putus desa. Nah dari desa ini bisa melalui RT, RW,
sekolah ke jalur tokoh masyarakat, bahkan lembaga sosial yang
pendidikan formal atau | ada. Selain itu kami juga menawarkan
kesetaraan? pendidikan kesetaraan, LKP, dan program

kursus keterampilan sebagai bekal bagi anak-
anak yang tidak bisa kembali ke sekolah formal.

7 | Faktor apa yang paling | Kalau di sini yang paling penting ya sinergi
mendukung semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat,
keberhasilan strategi pemerintah daerah, kecamatan, desa, sekolah,
penanganan ATS? orang tua, sampai anaknya sendiri. Dalam hal ini

tokoh masyarakat juga sangat penting karena
biasanya mereka lebih didengar oleh masyarakat
dibandingkan kami dari dinas. Selain itu
sosialisasi yang dilakukan secara masif juga
sangat membantu keberhasilan program.

8 | Kendala utama apa Kendalanya macam-macam. Ada anak yang
yang dihadapi dalam memang sudah tidak mau sekolah lagi. Ada juga
pelaksanaan program? | orang tua yang kurang mendukung atau kurang

bisa memberikan motivasi kepada anaknya.
Selain itu ada beberapa wilayah yang kurang
aktif dalam pelaksanaan program. Kendala lain
yang cukup besar adalah keterbatasan anggaran
dan bantuan karena jumlah ATS yang ada jauh
lebih banyak dibandingkan bantuan yang bisa
kami berikan.

9 | Bagaimana cara dinas | Kalau hambatannya dari anak atau keluarga,
mengatasi hambatan biasanya kami melakukan pendekatan yang lebih
tersebut? intensif. Bisa melalui sekolah, desa, maupun

tokoh masyarakat. Kalau terkait dana, kami terus
mengusulkan tambahan bantuan dan kuota BIP
atau Program Indonesia Pintar ke pemerintah
pusat supaya lebih banyak anak yang bisa
terbantu.

10 | Bagaimana evaluasi Evaluasi biasanya kami lakukan melalui

terhadap efektivitas

monitoring data ATS yang ada di Dashboard.
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program penanganan
ATS yang sudah
berjalan?

Dari situ bisa dilihat apakah jumlah ATS
mengalami penurunan atau tidak. Selain itu kami
juga melakukan rapat evaluasi dengan
kecamatan, desa, dan pihak terkait lainnya untuk
mengetahui kendala yang terjadi di lapangan
sekaligus mencari solusi untuk perbaikan
program ke depannya.

11

Apakah ada indikator
keberhasilan yang
digunakan untuk
mengukur capaian
strategi?

Indikator yang paling mudah dilihat tentu
berkurangnya angka ATS. Ketika ATS sudah
berhasil ditangani dan kembali ke sekolah,
otomatis datanya akan hilang dari Dashboard
ATS karena sudah ditarik kembali oleh sekolah
ke dalam sistem pendidikan. Jadi kami bisa
memantau secara langsung perkembangan
penanganannya.

12

Bagaimana dampak
program terhadap
penurunan angka ATS
di Kabupaten Malang?

Dampaknya cukup baik karena setelah adanya
program Saber ATS, pendataan ATS menjadi
lebih terstruktur dan penanganannya juga lebih
fokus. Banyak ATS yang sebelumnya belum
teridentifikasi akhirnya bisa ditemukan dan
ditindaklanjuti. Sebagian anak berhasil kembali
ke sekolah formal dan sebagian lainnya
mengikuti pendidikan kesetaraan. Walaupun
masih ada ATS yang belum tertangani
sepenuhnya, program ini cukup membantu
dalam menekan jumlah ATS di Kabupaten
Malang.

13

Apa rencana jangka
panjang dinas dalam
menangani ATS di
jenjang SMP?

Untuk jenjang SMP kemarin ada wacana
memberikan fasilitas sekolah seperti seragam
dan buku karena memang salah satu penyebab
ATS adalah faktor ekonomi. Selain itu kami
juga terus mengupayakan penambahan kuota
BIP. Jumlah anak tidak mampu di Kabupaten
Malang cukup banyak, sementara kuota yang
tersedia masth terbatas. Harapannya sekitar 60—
70 persen ATS dari keluarga kurang mampu bisa
tercover oleh bantuan tersebut. Adanya BIP ini
sangat membantu karena bisa digunakan untuk
membeli perlengkapan sekolah dan biaya
transportasi.

14

Apa rekomendasi dinas
untuk sekolah dan
masyarakat agar lebih
aktif mencegah anak
putus sekolah?

Dari dinas kami selalu menekankan bahwa
penanganan ATS merupakan tanggung jawab
bersama, tetapi sekolah menjadi ujung
tombaknya. Kami selalu menyosialisasikan
kepada sekolah untuk mencari tahu mengapa
anak sampai tidak melanjutkan sekolah dan apa
penyebabnya. Dari sekolah nanti data tersebut
diinput dan dilaporkan. Selain itu kami juga
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terus mengedukasi masyarakat tentang
pentingnya pendidikan, apalagi sekarang ada
program wajib belajar 13 tahun. Karena itu kami
terus berupaya menggaungkan pentingnya
pendidikan kepada masyarakat.

15

Bagaimana dinas
melihat peran
penelitian akademik
seperti skripsi ini
dalam mendukung
kebijakan pendidikan?

Wabh, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kadang
dari penelitian mahasiswa yang datang ke kami
justru membuka wawasan baru. Ada beberapa
hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh
kami, tetapi muncul dari ide dan gagasan
penelitian mahasiswa. Hal-hal seperti itu
kemudian bisa kami kaji lebih dalam. Termasuk
penelitian tentang ATS ini, menurut saya bisa
menjadi masukan yang baik bagi kami untuk
melihat persoalan dari sudut pandang yang
berbeda.
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Nama narasumber : Ibu Dewi Ruhillah, S.Pd.

Jabatan : Kepala Seksi PAUD

Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Malang
Hari/tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Pukul : 11.00 WIB

No | Pertanyaan Peneliti

Jawaban Informan

1 | Bagaimana proses

perencanaan strategi
penanganan ATS di
Kabupaten Malang?

Kalau dari bidang kami, proses perencanaan
biasanya diawali dengan melihat data ATS yang
sudah tersedia dari Dashboard ATS. Setelah
data tersebut diperoleh, kami melakukan
pembahasan bersama dengan bidang terkait
untuk melihat kondisi yang ada di lapangan.
Dari hasil pembahasan tersebut kemudian
dirumuskan langkah-langkah yang dianggap
paling sesuai untuk menangani ATS. Karena
persoalan ATS cukup kompleks, maka
penyusunannya melibatkan berbagai pihak dan
tidak hanya dilakukan oleh satu bidang saja.

2 | Apa dasar kebijakan
atau regulasi yang
digunakan dalam
merumuskan strategi
tersebut?

Dasarnya tentu mengacu pada kebijakan
pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan
dengan wajib belajar dan penanganan Anak
Tidak Sekolah. Selain itu juga terdapat petunjuk
teknis dan berbagai regulasi yang menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah dalam
melaksanakan program. Kami di daerah
menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi
dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Malang.

3 | Bagaimana mekanisme
pendataan ATS di
tingkat SMP?

Saat ini pendataan ATS sudah menggunakan
sistem yang terintegrasi melalui Dashboard
ATS dari kementerian. Data yang muncul
kemudian diverifikasi kembali oleh pihak terkait
untuk memastikan bahwa kondisi anak yang
tercatat memang sesuai dengan keadaan
sebenarnya di lapangan. Dengan sistem tersebut
proses pendataan menjadi lebih mudah
dibandingkan sebelumnya.

4 | Program apa saja yang

sudah dijalankan untuk
menekan angka ATS di
jenjang SMP?

Salah satu program yang cukup aktif dijalankan
adalah Saber ATS. Program ini berfokus pada
pendataan, verifikasi, dan penjangkauan ATS
yang ada di lapangan. Selain itu juga dilakukan
berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai pentingnya pendidikan serta upaya
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menghubungkan ATS dengan layanan
pendidikan formal maupun nonformal yang
tersedia.

Bagaimana bentuk
kerja sama dengan
sekolah, masyarakat,
dan lembaga lain dalam
implementasi strategi?

Kerja sama dilakukan dengan banyak pihak,
mulai dari sekolah, pemerintah desa, kecamatan,
PKBM, hingga tokoh masyarakat. Masing-
masing memiliki peran yang berbeda sesuai
tugas dan kewenangannya. Sekolah misalnya
membantu mengidentifikasi anak yang
berpotensi putus sekolah, sedangkan pemerintah
desa dan tokoh masyarakat membantu dalam
proses pendampingan dan penjangkauan ATS di
lingkungan masing-masing.

Apakah ada program
khusus untuk menarik
kembali anak putus
sekolah ke jalur
pendidikan formal atau
kesetaraan?

Ada. Bagi anak yang masih memungkinkan
untuk kembali ke sekolah formal akan didorong
agar melanjutkan pendidikan kembeali.
Sedangkan bagi anak yang sudah cukup lama
meninggalkan sekolah atau memiliki kendala
tertentu, biasanya diarahkan ke pendidikan
kesetaraan melalui PKBM sehingga mereka
tetap dapat memperoleh layanan pendidikan.

Faktor apa yang paling
mendukung
keberhasilan strategi
penanganan ATS?

Menurut saya faktor yang paling mendukung
adalah adanya sinergi antara pemerintah,
sekolah, masyarakat, dan keluarga. Ketika
semua pihak memiliki kepedulian yang sama
terhadap pendidikan anak, proses penanganan
ATS akan lebih mudah dilakukan. Selain itu
kesadaran orang tua terhadap pentingnya
pendidikan juga menjadi faktor yang sangat
menentukan.

Kendala utama apa
yang dihadapi dalam
pelaksanaan program?

Kendala yang paling sering ditemui biasanya
berasal dari faktor ekonomi dan rendahnya
motivasi anak untuk kembali bersekolah. Ada
juga beberapa anak yang sudah bekerja
sehingga merasa tidak perlu melanjutkan
pendidikan. Selain itu masih ada orang tua yang
menganggap pendidikan bukan sebagai prioritas
utama sehingga menjadi tantangan tersendiri
dalam penanganan ATS.

Bagaimana cara dinas
mengatasi hambatan
tersebut?

Upaya yang dilakukan biasanya melalui
pendekatan secara persuasif kepada anak
maupun orang tua. Selain itu kami juga
berusaha menghubungkan mereka dengan
berbagai bantuan pendidikan yang tersedia agar
hambatan ekonomi dapat dikurangi. Kami juga
melibatkan sekolah dan pemerintah desa agar
proses pendampingan dapat berjalan lebih
efektif.
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10 | Bagaimana evaluasi Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat
terhadap efektivitas koordinasi dan pemantauan data ATS yang
program penanganan tersedia dalam sistem. Dari evaluasi tersebut
ATS yang sudah dapat diketahui perkembangan jumlah ATS,
berjalan? hambatan yang masih muncul di lapangan, serta

langkah-langkah yang perlu diperbaiki pada
pelaksanaan program berikutnya.

11 | Apakah ada indikator Indikator yang paling mudah dilihat tentu
keberhasilan yang berkurangnya jumlah ATS. Selain itu juga dapat
digunakan untuk dilihat dari bertambahnya jumlah anak yang
mengukur capaian berhasil kembali memperoleh layanan
strategi? pendidikan, baik melalui sekolah formal

maupun pendidikan kesetaraan. Hal tersebut
menjadi salah satu ukuran keberhasilan program
yang dijalankan.

12 | Bagaimana dampak Menurut saya dampaknya cukup positif. Dengan
program terhadap adanya program yang lebih terarah, banyak ATS
penurunan angka ATS | yang sebelumnya belum teridentifikasi menjadi
di Kabupaten Malang? | lebih mudah ditemukan dan ditangani.

Walaupun masih terdapat berbagai tantangan,
setidaknya program yang dijalankan sudah
membantu meningkatkan akses pendidikan bagi
anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah.

13 | Aparencana jangka Ke depan kami berharap sistem pendataan ATS
panjang dinas dalam semakin baik dan dukungan bantuan pendidikan
menangani ATS di semakin luas. Selain itu koordinasi dengan
jenjang SMP? sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat juga

akan terus diperkuat. Harapannya angka ATS di
Kabupaten Malang dapat terus menurun dan
semakin banyak anak yang memperoleh hak
pendidikannya.

14 | Apa rekomendasi dinas | Sekolah perlu lebih aktif memantau peserta
untuk sekolah dan didik yang berpotensi putus sekolah dan segera
masyarakat agar lebih | melakukan langkah-langkah pencegahan.
aktif mencegah anak Sementara itu masyarakat juga perlu lebih
putus sekolah? peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jika ada

anak yang tidak bersekolah atau berisiko putus
sekolah, sebaiknya segera dikoordinasikan
dengan pihak terkait agar dapat segera
ditangani.

15 | Bagaimana dinas Menurut saya penelitian akademik memiliki

melihat peran
penelitian akademik
seperti skripsi ini dalam
mendukung kebijakan
pendidikan?

peran yang cukup penting. Dari penelitian
seperti ini sering muncul berbagai masukan,
temuan, dan sudut pandang baru yang mungkin
belum t
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: Ibu Nila Mayasari

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Malang
Hari/tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Pukul : 14.00 WIB

No | Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1 | Bagaimana proses Kalau dari bagian administrasi, kami lebih
perencanaan strategi banyak membantu menyiapkan data yang
penanganan ATS di dibutuhkan oleh bidang terkait. Biasanya data
Kabupaten Malang? ATS yang masuk dari Dashboard kami rekap

dan kami kelompokkan berdasarkan wilayah
atau kecamatan. Dari data tersebut nantinya
pimpinan dan bidang terkait dapat melihat
daerah mana yang membutuhkan perhatian
lebih. Jadi kami mendukung proses perencanaan
melalui penyediaan data dan administrasi yang
diperlukan.

2 | Apa dasar kebijakan Untuk kebijakan dan regulasi secara rinci
atau regulasi yang biasanya menjadi ranah pimpinan atau bidang
digunakan dalam yang menangani ATS secara langsung. Kami di
merumuskan strategi bagian administrasi menjalankan tugas sesuai
tersebut? arahan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Yang kami ketahui, program ATS ini
dilaksanakan berdasarkan regulasi dari
kementerian dan petunjuk teknis yang diberikan
kepada pemerintah daerah.

3 | Bagaimana mekanisme | Pendataannya dilakukan melalui Dashboard
pendataan ATS di ATS dari Kemendikdasmen. Data yang muncul
tingkat SMP? dalam sistem kemudian dipantau dan diperiksa

kembali berdasarkan hasil verifikasi dari
sekolah, desa, maupun kecamatan. Jika terdapat
perbedaan data, maka akan dilakukan
pembaruan agar data yang digunakan benar-
benar sesuai dengan kondisi yang ada di
lapangan.

4 | Program apa saja yang | Yang paling sering kami ketahui dan terlibat
sudah dijalankan untuk | dalam administrasinya adalah program Saber
menekan angka ATS di | ATS. Dalam program tersebut dilakukan
jenjang SMP? pendataan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap

ATS yang ditemukan. Dari sisi administrasi
kami membantu menyiapkan surat, laporan,
serta berbagai kebutuhan dokumen yang
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diperlukan selama pelaksanaan program
berlangsung.

5 | Bagaimana bentuk Kerja sama yang dilakukan cukup luas karena
kerja sama dengan penanganan ATS memang tidak bisa dilakukan
sekolah, masyarakat, oleh satu pihak saja. Sekolah biasanya
dan lembaga lain membantu memberikan informasi terkait peserta
dalam implementasi didik yang berisiko putus sekolah. Pemerintah
strategi? desa dan kecamatan membantu proses verifikasi

di lapangan, sedangkan masyarakat dan tokoh
lingkungan sering membantu memberikan
informasi terkait kondisi anak yang
bersangkutan.

6 | Apakah ada program Setahu saya ada beberapa upaya yang dilakukan.
khusus untuk menarik | Untuk anak yang masih memungkinkan kembali
kembali anak putus ke sekolah formal biasanya akan didorong untuk
sekolah ke jalur melanjutkan pendidikan kembali. Sedangkan
pendidikan formal atau | untuk anak yang sudah cukup lama tidak
kesetaraan? bersekolah atau memiliki kendala tertentu

biasanya diarahkan ke program pendidikan
kesetaraan melalui PKBM agar tetap
mendapatkan layanan pendidikan.

7 | Faktor apa yang paling | Menurut saya yang paling mendukung adalah
mendukung data yang akurat dan kerja sama antarinstansi.
keberhasilan strategi Ketika data yang dimiliki sesuai dengan kondisi
penanganan ATS? di lapangan, proses penanganan menjadi lebih

cepat dan tepat sasaran. Selain itu dukungan dari
sekolah, pemerintah desa, dan keluarga juga
sangat membantu keberhasilan program yang
dijalankan.

8 | Kendala utama apa Kendala yang sering ditemui biasanya berkaitan
yang dihadapi dalam dengan validitas data. Kadang ada anak yang
pelaksanaan program? | sudah pindah domisili tetapi masih tercatat

dalam sistem. Ada juga yang sulit ditemui
karena sudah bekerja atau berpindah tempat
tinggal sehingga proses verifikasi membutuhkan
waktu yang cukup lama.

9 | Bagaimana cara dinas | Biasanya dilakukan koordinasi dan verifikasi
mengatasi hambatan ulang melalui sekolah, desa, maupun kecamatan.
tersebut? Jika ditemukan data yang kurang sesuai maka

akan dilakukan pembaruan data. Selain itu
komunikasi dengan pihak-pihak terkait juga
terus dilakukan agar informasi yang diperoleh
lebih akurat.

10 | Bagaimana evaluasi Dari sisi administrasi, evaluasi biasanya

terhadap efektivitas
program penanganan
ATS yang sudah
berjalan?

dilakukan dengan melihat perkembangan data
ATS pada Dashboard. Kami membandingkan
jumlah ATS dari waktu ke waktu untuk
mengetahui apakah terjadi penurunan atau tidak.
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Selain itu laporan dari lapangan juga menjadi
bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana
program berjalan dengan baik.

11 | Apakah ada indikator | Indikator yang paling mudah dilihat adalah
keberhasilan yang berkurangnya jumlah ATS yang tercatat dalam
digunakan untuk sistem. Jika seorang anak sudah kembali
mengukur capaian bersekolah atau memperoleh layanan pendidikan
strategi? lainnya, maka status ATS pada sistem akan

berubah. Dari situ dapat terlihat perkembangan
hasil penanganan yang telah dilakukan.

12 | Bagaimana dampak Dari data yang kami lihat, program yang
program terhadap dijalankan cukup memberikan dampak positif.
penurunan angka ATS | Banyak ATS yang sebelumnya belum
di Kabupaten Malang? | teridentifikasi akhirnya dapat ditemukan dan

ditindaklanjuti. Meskipun belum seluruhnya
dapat ditangani, namun secara umum terdapat
perkembangan yang cukup baik dibandingkan
sebelumnya.

13 | Apa rencana jangka Setahu saya ke depan dinas akan terus
panjang dinas dalam memperkuat sistem pendataan dan
menangani ATS di meningkatkan koordinasi dengan berbagai
jenjang SMP? pihak. Selain itu juga ada upaya untuk

memperluas akses bantuan pendidikan agar lebih
banyak anak yang dapat melanjutkan sekolah.
Harapannya angka ATS dapat terus berkurang
setiap tahunnya.

14 | Aparekomendasi dinas | Menurut saya sekolah perlu lebih aktif
untuk sekolah dan memantau kondisi peserta didiknya, terutama
masyarakat agar lebih | yang mulai menunjukkan tanda-tanda berisiko
aktif mencegah anak putus sekolah. Sementara masyarakat juga perlu
putus sekolah? lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika

ada anak yang tidak bersekolah atau mengalami
kendala pendidikan, sebaiknya segera dilaporkan
agar dapat ditangani lebih cepat.

15 | Bagaimana dinas Penelitian seperti ini menurut saya sangat

melihat peran
penelitian akademik
seperti skripsi ini
dalam mendukung
kebijakan pendidikan?

bermanfaat karena dapat memberikan gambaran
yang lebih mendalam mengenai kondisi yang
terjadi di lapangan. Selain itu hasil penelitian
juga dapat menjadi bahan masukan bagi dinas
untuk mengevaluasi program yang sudah
berjalan. Terkadang dari penelitian mahasiswa
muncul ide atau temuan yang dapat dijadikan
pertimbangan dalam pengembangan program ke
depan.
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